KOMPILASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG PEMILIHAN UMUM

Nomor Putusan o | 53/PUU-XV/2017

Tanggal Putusan 11 Januari 2018

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang diuji
Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), dalam hal ini diwakili oleh:
1. Rhoma Irama Dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum
Pemohon Partai Islam Damai Aman;

2. Ramdansyah Dalam kedudukannya sebagai Sekretaris
Jenderal Partai Islam Damai Aman

Amar Putusan

1.

Mengadili,
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

Perubahan
Setelah Putusan

a. Norma semula:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus
verilikasi oleh KPU

(2) ...

(3) Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta
Pemilu

b. Diubah menjadi

(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verilikasi oleh
KPU

2) ...

(3) Dihapus.




Pertimbangan
Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusional PERTAMA yaitu
mengenai persoalan verifikasi partai politik peserta Pemilu yang terkait dengan
konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) juncto Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah perlu
menjelaskan terlebih dahulu konstruksi dari kedua norma tersebut yang berkaitan satu sama
lain. Dengan membaca konstruksi Pasal 173 secara utuh, keberadaan frasa “telah
ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu sesungguhnya mengandung ketidakpastian
hukum, karena frasa “telah ditetapkan” disejajarkan dengan frasa “lulus verifikasi” dengan
menggunakan tanda baca “/° (garis miring). Frasa “telah ditetapkan/” sesungguhnya
merupakan tindakan administratif menetapkan, sedangkan lulus verifikasi hanya baru
sebatas hasil pengecekan terhadap keterpenuhan sesuatu syarat yang ditentukan Undang-
Undang, di mana hasil verifikasi itulah kemudian yang akan berujung dengan adanya
tindakan penetapan dan oleh karena itu keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan
tidak dapat disetarakan sebagaimana dalam rumusan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu.
[3.12.1] Bahwa konstruksi pemahaman demikian linear dengan norma Pasal 179 ayat (1)
UU Pemilu yang menyatakan, “Partai Politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai peserta
Pemilu oleh KPU”. Artinya, hasil verifikasi merupakan hasil pemeriksaan terhadap
keterpenuhan syarat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagai peserta
Pemilu oleh KPU. Dengan menghubungkan keberadaan Pasal 173 ayat (1) dengan Pasal
179 ayat (1) UU Pemilu, maka benar bahwa keberadaan frasa “telah ditetapkan/” telah
menimbulkan ketidakpastian dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perlakuan
berbeda antarpartai politik peserta Pemilu.

QR Code Putusan MK

Nomor Putusan ;| 61/PUU-XV/2017

Tanggal Putusan 11 Januari 2018

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang diuji
Pemohon Kautsar, sebggai Pemohon I;
Samsul Babhri, Pemohon lI,
Amar Putusan
Mengadili,

—

. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 557 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.




3. Menyatakan Permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 571 huruf
d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima.

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

Perubahan
Setelah Putusan

a. Norma semula:
(2) Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan
Undang-Undang ini.

b. Diubah menjadi
- ... (2) dihapus

Pertimbangan
Mahkamah

... Dalam konteks demikian, karena secara historis KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota lahir
mula-mula adalah sebagai lembaga independen dengan tugas menyelenggarakan pemilihan
kepada daerah secara langsung di Aceh maka beberapa aspek yang melekat dengan
konteks kesejarahan itu harus tetap dihormati dan diberi tempat, yaitu dalam hal ini aspek-
aspek yang berkenaan dengan nama dan komposisi keanggotaannya, serta prosedur
pengisiannya. Artinya, jika hal-hal yang menyangkut nama dan komposisi keanggotaan serta
prosedur pengisian keanggotaan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota ini hendak dilakukan
perubahan, dan hal itu sesuai dengan hubungan hierarkis penyelenggara Pemilu yang
bersifat nasional, perubahan itu memerlukan pelibatan dalam bentuk konsultasi dan
pertimbangan DPRA. Bagaimanapun tidak boleh dilupakan bahwa KIP Aceh dan Panwaslih
Aceh merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan amanat UUPA yang
merupakan turunan dari Kesepakatan Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia
dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kesepakatan yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk
Undang-Undang tersebut, in casu UUPA, harus dihormati, lebih-lebih oleh pembentuk
Undang-Undang. Dalam konteks ini, apabila pembentuk Undang-Undang hendak mengubah
ketentuan yang diatur dalam UUPA maka hal itu mengacu kepada UUPA. Secara
konstitusional, hal ini merupakan konsekuensi dari diberikannya status khusus atau istimewa
kepada Aceh berdasarkan acuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Adapun terkait dengan
prosedur pembentukan suatu Undang-Undang yang berkait dengan Pemerintahan Aceh atau
perubahan terhadap materi muatan UUPA tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) UUPA yang
menyatakan, “Rencana pembentukan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang
berkaitan dengan Pemerintahan Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan
DPRA” dan Pasal 269 ayat (3) UUPA yang menyatakan, “Dalam hal adanya rencana
perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan
mendapatkan pertimbangan DPRA’.

Dengan demikian, oleh karena UUPA adalah Undang-Undang yang berlaku khusus bagi
daerah istimewa maka apa yang diatur di dalamnya tidak serta-merta dapat diubah
sebagaimana hal demikian dapat dilakukan dalam pembentukan atau perubahan Undang-
Undang lainnya. Proses pembentukan Undang-Undang yang berhubungan dengan
pemerintahan Aceh maupun rencana perubahan UUPA yang ada saat ini melalui prosedur




konsultasi dan pertimbangan dari DPRA. Jika prosedur demikian tidak ditempuh maka norma
Undang-Undang yang substansinya berhubungan langsung dengan kekhususan atau
keistimewaan yang diatur dalam UUPA maupun yang mengubah ketentuan UUPA akan
berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum bagi pemerintahan Aceh maupun rakyat
Aceh secara keseluruhan — yang berarti dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945.

QR Code Putusan MK
40|

Nomor Putusan ;| 66/PUU-XV/2017

Tanggal Putusan 11 Januari 2018

Undang-Undang

yang divji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I,

Amar Putusan

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;

3. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 5§57 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) tidak dapat diterima.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

Perubahan
Setelah Putusan

a. Norma semula:

Pasal 571 huruf d:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. ...

b. ...

C. ...

d. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Repulik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




b. Diubah menjadi
- dihapus

Pertimbangan
Mahkamah

... Dengan demikian, berlakunya Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mengubah substansi
UUPA yang berkenaan dengan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh.
Sementara itu, berkenaan dengan hal ini Mahkamah telah menyatakan pendiriannya
sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017,
yang amar putusannya telah dikutip di atas. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut
pada intinya Mahkamah menegaskan dua hal, yaitu:

a. Meskipun Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh (in casu KIP Aceh, KIP
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten/Kota yang ada di Aceh) bukan merupakan bagian dari keistimewaan atau
kekhususan Aceh namun konteks historis dari keberadaannya harus tetap dihormati,
dalam hal ini khususnya berkenaan dengan nama, komposisi keanggotaannya, dan
prosedur pengisiannya. Oleh karena itu apabila hendak dilakukan perubahan berkenaan
dengan nama maupun komposisi keanggotaannya proses atau tata caranya memerlukan
konsultasi dan pertimbangan DPRA, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2)
Juncto Pasal 269 ayat (3) UUPA.

b. Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh adalah bagian tak terpisahkan dari
kelembagaan penyelenggaraan Pemilu secara nasional. Hal ini penting ditegaskan agar
tidak terdapat pertanyaan atau keragu-raguan perihal landasan konstitusional pemberian
kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu, yaitu Pemilu anggota DPR, DPD, dan
DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat
(2) UUD 1945. Oleh karena itu, perubahan terhadapnya di masa yang akan datang sangat
mungkin dilakukan apabila terdapat kebutuhan untuk itu yang bukan sekadar menyangkut
perubahan nama dan/atau komposisi keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada huruf
a di atas. Namun, perubahan itu pun dilakukan sesuai dengan proses atau tata cara
sebagaimana dimaksud huruf a di atas.

2. Bahwa sejalan dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 di atas,
berkenaan dengan perumusan UU Pemilu yang substansinya berkait dengan
Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh, DPR dalam keterangannya pada
persidangan tanggal 14 November 2017 menyatakan telah melakukan konsultasi dan
mendengar pertimbangan DPRA dan berjanji akan menyampaikan bukti berkait dengan
hal tersebut, namun hingga saat berakhirnya pemeriksaan persidangan untuk
Permohonan a quo bukti dimaksud tidak diterima oleh Mahkamah. Oleh karena itu
Mahkamah tidak memperoleh cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa
proses perumusan norma Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah dilakukan dengan konsultasi
dan pertimbangan DPRA sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269
UUPA. Dirumuskannya mekanisme sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) juncto
Pasal 269 UUPA tersebut adalah demi kepastian hukum yang berkait dengan upaya
memelihara kepercayaan (frust) masyarakat berkenaan dengan keberlakuan UUPA. Oleh
karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 571 huruf d UU Pemilu bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dalil Pemohon sepanjang berkenaan
dengan inkonstitusionalitas Pasal 571 huruf d UU Pemilu adalah beralasan menurut
hukum.

QR Code Putusan MK




Nomor Putusan ;| 30/PUU-XVI/2018

Tanggal Putusan 23 Juli 2018

Undang-Undang

yang divji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon Muhammad Hafidz

Amar Putusan

Mengadili,

. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaiman amestinya.

—

Perubahan
Setelah Putusan

a. Norma semula:

Pasal 182 huruf | UU Pemilu, yang rumusannya masing-masing berbunyi sebagai

berikut:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta
Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

(@) ...

(b) ...

() bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat
pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan
jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang
dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak
sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. Diubah menjadi

Pasal 182 huruf | UU Pemilu, yang rumusannya masing-masing berbunyi sebagai
berikut:
Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta
Pemilu setelah memenuhi persyaratan:




(c) ...

d) ...

() bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat
pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan
jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain
[mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik] yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai
anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan
Mahkamah

Dengan demikian, terhadap pertanyaan di atas, oleh karena anggota DPD yang juga
pengurus partai politik tersebut terpilih menjadi anggota DPD sebelum adanya Putusan ini
maka sesuai dengan prinsip presumption of constitutionality keanggotaan yang
bersangkutan di lembaga tersebut (DPD) harus dianggap didasarkan atas undang-undang
yang konstitusional. Artinya, sejalan dengan sifat prospektif putusan Mahkamah maka
Putusan ini tidak berlaku terhadap yang bersangkutan kecuali yang bersangkutan
mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD setelah Putusan ini berlaku sesuai dengan
Pasal 47 UU MK. Mahkamah penting menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengurus
Partai Politik” dalam putusan ini adalah pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat
paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan.

[3.17] Menimbang bahwa untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota
DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan
pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan
kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang
telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan
dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan
demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya
yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 182 huruf | UU
Pemilu adalah beralasan menurut hukum sepanjang frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182
huruf | UU Pemilu dimaksud tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politik.

QR Codggutusan MK

Nomor Putusan | 31/PUU-XVI1/2018

Tanggal Putusan 23 Juli 2018

Undang-Undang

yang divji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon 1. Erik Fitriadi, S.H.




Miftah Farid

A. Wahab Suneth, S.H.
Iwan Setiyono, S.P.

Akbar Khadafi, S.Pd.

Turki, S.H.

Mu’ammar

Habloel Mawadi, S.H., M.H.

ONOOAWN

Amar Putusan

1.
2.

Mengadili,
Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
Frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang’;
Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Frasa “3 (tiga) orang” dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”;
Kata “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai “hari kerja”;
Menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117
ayat (1) huruf b sepanjang frasa “30 (tiga puluh) tahun”, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal
117 ayat (1) huruf o, dan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat
diterima;
Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

Perubahan
Setelah Putusan

C.

Norma semula:

Pasal 10 ayat (1) huruf c:
(1) Jumlah anggota:
a. ..




c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.
Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c:

Penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penghitungan dengan
rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah
kecamatan. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari
500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima)
orang. Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima ratus
ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 44 ayat (1) huruf b
(1) Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:
a. ..
b. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, dihadiri oleh
seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;

Pasal 44 ayat (2) huruf b
(2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:
a. ..;
b. jumlah KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang, disetujui oleh seluruh
anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

Pasal 52 ayat (1)

Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi
syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 468 ayat (2)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus
sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.

. Diubah menjadi:

Pasal 10 ayat (1) huruf c:
(1) Jumlah anggota:
a. ..
c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c::
Dihapus.

Pasal 44 ayat (1) huruf b

(1) Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:
a .

b: d.i'ﬁapus;

Pasal 44 ayat (2) huruf b

(2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah dalam hal:
a -

b: d-i-ﬁapus.

Pasal 52 ayat (1)




Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi
syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 468 ayat (2)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus
sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya
permohonan

Pertimbangan
Mahkamah

10.Bahwa meskipun soal penentuan jumlah personal penyelenggara Pemilu merupakan
legal policy pembentuk Undang-Undang di mana Mahkamah pada dasarnya berpendapat
bahwa terhadap persoalan demikian tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya, namun
sejak awal Mahkamah telah menegaskan dan ditekankan kembali dalam setiap
putusannya yang menyangkut legal policy bahwa sesuatu yang sifatnya legal policy
hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan
ketidakadilan yang intolerable sehingga dalam masalah a quo, kebijakan pembentuk
undang-undang mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/ kota di beberapa
kabupaten dan kota menjadi 3 (tiga) orang sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya
nyata-nyata melanggar salah satu prinsip yang membenarkan adanya legal policy, yaitu
prinsip rasionalitas. Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikitpun bagi Mahkamah untuk
menyatakan bahwa mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota di beberapa
kabupaten dan kota menjadi berjumlah 3 (tiga) orang di tengah pertambahan beban
penyelenggara pemilu, lebih-lebih dengan penyelenggaraan pemilu legisatif dan pemilu
presiden dan wakil presiden serentak tahun 2019, adalah sesuatu yang irasional.

Bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dalil para
Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ UU Pemilu bertentangan dengan
Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima)
orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ UU Pemilu tidak dimaknai sebagai 5 (lima) orang
adalah beralasan menurut hukum.

[3.10.1.2] Bahwa berkaitan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ UU Pemilu yang
didalilkan oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan Lampiran
angka 176 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (UU 12/2011), “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk
Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh; dan penjelasan
sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan
terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”. Dengan memperhatikan fungsi
Penjelasan tersebut dan dikarenakan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sepanjang frasa
“3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ UU Pemilu tidak dimaknai
sebagai 5 (lima) orang, maka Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ menjadi kehilangan
relevansinya. Dalam batas penalaran yang wajar, ketika norma yang menjadi dasar untuk
dirumuskannya suatu penjelasan telah dinilai inkonstitusional, maka penjelasannya pun
menjadi inkonstitusional.

[3.10.1.4] Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 44 ayat
(1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu sebagaimana diuraikan pada paragraf
[3.7] angka 3, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:




Bahwa apabila dibaca dan ditelaah secara saksama norma dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b
dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu, kedua norma ini dirumuskan berkenaan dengan
kuorum kehadiran dan kuorum sahnya pengambilan keputusan bagi anggota KPU
Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang. Disebabkan oleh jumlah anggota KPU
Kabupaten/Kota sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf
¢ UU Pemilu telah dimaknai sebagai 5 (lima) orang, maka persyaratan kuorum kehadiran
dan kuorum sahnya pengambilan keputusan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang
berjumlah 3 (tiga) orang dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU
Pemilu menjadi kehilangan relevansinya. Dengan demikian, permohonan para Pemohon
ihwal inkonstitusionalitas Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU Pemilu
adalah beralasan menurut hukum.

... [3.10.1.5] Bahwa ...

8. Bahwa atas dasar pertimbangan profesionalitas penyelenggaraan Pemilu di tingkat
kecamatan dan rasionalitas manajemen Pemilu serta dihubungkan dengan kepastian
hukum komposisi keanggotaan PPK, maka pengurangan jumlah anggota PPK
menjadi 3 (tiga) dalam UU Pemilu merupakan kebijakan yang bertentangan dengan
semangat penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dimandatkan
Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

9. Sama halnya dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota, pengurangan jumlah
anggota PPK yang tugasnya justru semakin berat jika dibandingkan dengan Pemilu
sebelumnya dan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga pengurangan jumlah anggota
PPK menjadi 3 (tiga) orang adalah bertentangan dengan prinsip rasionalitas dalam
perumusan legal policy.

Berdasarkan atas seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dalil para
Pemohon mengenai ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E
ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

[3.10.7] Menimbang bahwa ...

3. Bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka untuk memberikan kepastian
hukum dan dengan memahami secara substansial bahwa proses penyelesaian sengketa
proses Pemilu pada Bawaslu memerlukan tahapan menerima permohonan dan
melakukan pengkajian, kemudian tahapan selanjutnya adalah mempertemukan para
pihak untuk dilakukan proses mediasi untuk diperoleh musyawarah mufakat (perdamaian)
dan tahapan selanjutnya adalah dilakukan proses adjudikasi apabila perdamaian tidak
tercapai, di mana keseluruhan proses tahapan tersebut memerlukan waktu yang
dipandang cukup agar diperoleh hasil keputusan yang optimal dan dengan pertimbangan
yang utama adalah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang
berkualitas, oleh karena itu Mahkamah dapat menerima dalil para Pemohon bahwa
makna frasa “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu harus dimaknai sebagai hari kerja
dan terhadap hal a quo menurut Mahkamah permohonan para Pemohon beralasan
menurut hukum.

QR Code Putusan MK




Nomor Putusan ;| 38/PUU-XVI/2018

Tanggal Putusan 23 Juli 2018

Undang-Undang
yang diuji

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon Victor Sjair, S.Pi

Amar Putusan

4.

Mengadili,
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;
Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa “dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota” dan
Lampiran | sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Perubahan
Setelah Putusan

a.

Norma semula:

Pasal 10 ayat (3)

Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Lampiran |
Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Jumlah Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Diubah menjadi:

Pasal 10 ayat (3)
Jumlah anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Lampiran |
Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi.




Pertimbangan
Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa terhadap Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa
“jlumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Lampiran | mengenai
Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota’, Mahkamah akan mempertimbangkan dengan
terlebih dulu mengutip pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XV1/2018, bertanggal 23 Juli 2018, yang telah diucapkan sebelumnya, yang menyatakan
Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang”
tidak dimaknai “5 (lima) orang”, sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ UU Pemilu
telah dinyatakan inkonstitusional. Dengan demikian, jumlah anggota KPU kabupaten/kota
harus dibaca sebagai 5 (lima) orang sehingga frasa “dan jumlah anggota KPU
Kabupaten/Kota” harus disesuaikan dengan jumlah sebagaimana dimaksudkan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XV1/2018.

Menimbang bahwa berkenaan dengan konstitusionalitas Lampiran | khusus mengenai
“‘Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, terlebih dahulu Mahkamah
merujuk kembali eksistensi “Penjelasan” dalam sistem perundang-undangan Indonesia.
Merujuk Lampiran angka 192 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), “Dalam hal peraturan perundang-undangan
memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran
dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan’.
Selanjutnya, Lampiran angka 193 UU 12/2011 menyatakan, “Lampiran dapat memuat antara
lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa”.

Apabila UU Pemilu dibaca secara komprehensif, terutama yang terkait dengan
Lampiran |, secara substansial Lampiran | tersebut merupakan tabel wujud konkret dari
Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan, “Jumlah anggota KPU provinsi dan jumlah
anggota KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini”. Dalam batas
penalaran yang wajar, karena substansi Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ UU Pemilu telah dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” tidak dimaknai “5 (lima) orang”,
sementara Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional.
Dengan demikian, ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu harus merujuk pada ketentuan
Pasal 10 ayat (1) huruf ¢ UU Pemilu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
31/PUU-XVI1/2018. Oleh karena itu, keberadaan Lampiran | UU Pemilu sepanjang rincian
tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” tidak relevan lagi
dipertahankan. Dengan demikian, dalil Pemohon terhadap Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu
sepanjang frasa “jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota” dan Lampiran | sepanjang rincian
tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” adalah beralasan menurut
hukum.

QR Code Putusan MK




Nomor Putusan | 20/PUU-XVII/2019

Tanggal Putusan 28 Maret 2019

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

yang diuji
1. Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM)
diwakili oleh Titi Anggraini
Hadar Nafis Gumay
Pemohon Feri Amsari

Augus Hendy

A. Murogi Bin Sabar
Muhamad Nurul Huda
Sutrisno

Noo,kwN

Amar Putusan

Mengadili:

Dalam Provisi:
Mengabulkan permohonan provisi Pemohon |, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI,
dan Pemohon VII.

Dalam Pokok Permohonan:

1.

2.

Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan
Pemohon VIl untuk sebagian;

Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat
keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh
dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang
memiliki kewenangan untuk itu”.

Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak
terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa
bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat
pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari
pemungutan suara”.

Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan
pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak




dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada
hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat
diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari
pemungutan suara’.

5. Menyatakan permohonan Pemohon Il dan Pemohon lll tidak dapat diterima.

6. Menolak permohonan Pemohon |, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan
Pemohon VIl untuk selain dan selebihnya.

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

Perubahan
Setelah Putusan

a. Norma semula:;

Pasal 348 ayat (9)

Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk
elektronik.

Pasal 210 ayat (1)
Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat
dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari
pemungutan suara.

Pasal 383 ayat (2)
Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan
selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

b. Diubah menjadi:

Pasal 348 ayat (9)

Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk
elektronik termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk
elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau
instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.

Pasal 210 ayat (1)

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat
dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di
luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam,
menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan
suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan
suara.

Pasal 383 ayat (2)

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan
selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan
dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda
paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.




Pertimbangan
Mahkamah

Pasal 348 ayat (9)

[3.17] ...
... Dengan kata lain, dalam konteks ini, para Pemohon pada pokoknya meminta agar
dilakukan perluasan terhadap jenis kartu indentitas yang dapat digunakan dalam
menggunakan hak memilih.
Terkait pokok permohonan para Pemohon yang meminta agar identitas selain KTP-el
juga dapat digunakan oleh warga negara yang tidak memiliki KTP-el Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:
Pertama, konstruksi hukum pemilu ihwal syarat administratif penggunaan hak memilih
maupun hak dipilih adalah terdaftar sebagai pemilih. Konstruksi demikian dapat dibaca
dalam ketentuan Pasal 169 huruf |, Pasal 182 huruf i dan Pasal 240 ayat (1) huruf i UU
Pemilu yang mengatur bahwa untuk dapat menjadi peserta pemilu pasangan calon
Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPD dan calon anggota DPR/DPRD seseorang
harus terdaftar sebagai pemilih. Demikian pula dengan konstruksi syarat untuk dapat
memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 199 UU Pemilu yang menyatakan bahwa untuk
dapat menggunakan hak memilih, seorang warga negara harus terdaftar sebagai
pemilih. Berdasarkan konstruksi syarat penggunaan hak pilih dimaksud, terdaftar
sebagai pemilih dapat dikategorikan sebagai syarat primer bagi warga negara untuk
dapat menggunakan hak pilihnya.
Dalam rangka memenuhi syarat harus terdaftar sebagai pemilih bagi warga negara
sebagaimana dikehendaki oleh UU Pemilu, KPU melaksanakan pemutakhiran data
pemilih serta menyusun dan menetapkan daftar pemilih. Proses pemutakhiran dan
penetapan daftar pemilih merupakan sebuah upaya untuk menjamin agar setiap warga
negara yang memiliki hak pilih terdaftar sehingga dapat menggunakan hak pilihnya.
Bahwa oleh karena dalam proses pemutakhiran data pemilih dimaksud ada
kemungkinan tidak masuk atau tidak terdaftarnya warga negara yang memiliki hak pilih
dalam DPT, UU Pemilu menyediakan klausul jalan keluar yaitu bahwa sekalipun seorang
warga negara tidak terdaftar dalam DPT, tetapi tetap dapat memilih menggunakan KTP-
el dengan syarat-syarat tersebut. Oleh karena penggunaan KTP-el sebagai identitas
pemilih merupakan syarat alternatif dalam penggunaan hak memilih maka identitas
selain KTP-el tidak dapat disamakan dengan KTP-el. KTP-el ditempatkan sebagai batas
minimum identitas warga negara yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan
haknya. Adapun identitas lainnya tidak dapat disamakan dengan KTP-el sebagai
identitas resmi penduduk yang diakui dalam sistem administrasi kependudukan
Indonesia.
Kedua, KTP-el sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan didefinisikan sebagai Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang
merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana. Dengan demikian, KTP-el diposisikan sebagai identitas resmi setiap
penduduk. Sebagai identitas resmi, UU Administrasi Kependudukan mewajibkan kepada
setiap penduduk yang telah berumur 17 tahun untuk memiliki KTP-el. Bahkan sesuai
dengan Pasal 63 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan, setiap peduduk yang memiliki
KTP-el juga wajib untuk membawanya pada saat bepergian.
Bahwa keberadaan KTP-el sebagai identitas resmi yang waijib dimiliki dan dibawa serta
oleh setiap pemiliknya ketika bepergian dalam UU Administrasi Kependudukan juga
sejalan dengan konstruksi legal menjadikan KTP-el sebagai syarat alternatif




penggunaan hak memilih dalam UU Pemilu. Sebagai identitas resmi, KTP-el dijadikan
standar adminstratif minimal dalam menggunakan hak memilih.

Ketiga, dalam konteks bahwa pemilu yang jujur dan adil juga bergantung pada
akuntabilitas syarat administratif yang diterapkan dalam penggunaan hak pilih maka
KTP-el merupakan identitas resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti, KTP-
el-lah yang secara tegas dinyatakan dalam UU Pemilu sebagai identitas resmi. Adapun
identitas lainnya tidak dapat diposisikan setara dengan KTP-el sehingga keberadaannya
juga tidak sama. Oleh karena itu, agar identitas yang dapat digunakan pemilih untuk
menggunakan hak memilihnya betul-betul dapat dipertanggungjawabkan serta sangat
kecil peluang untuk menyalahgunakannya, menempatkan KTP-el sebagai bukti identitas
dapat memilih dalam pemilu sudah tepat dan proporsional.

Bahwa sekalipun demikian, pada faktanya proses penyelenggaraan urusan
kependudukan oleh pemerintah daerah masih terus berlangsung, sehingga belum
semua warga negara yang memiliki hak pilih memiliki KTP-el. Kondisi demikian dapat
merugikan hak memilih warga negara yang sejatinya bukanlah disebabkan oleh faktor
kesalahan atau kelalaiannya sebagai warga negara. Jika syarat memiliki KTP-el tetap
diberlakukan bagi warga negara yang sedang menyelesaikan urusan data
kependudukan maka hak memilih mereka tidak terlindungi. Agar hak memilih warga
negara dimaksud tetap dapat dilindungi dan dilayani dalam Pemilu, dapat diberlakukan
syarat dokumen berupa surat keterangan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh dinas
yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil. Jadi, bukan surat
keterangan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh pihak lain.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah
tetap pada keyakinan bahwa syarat minimal bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak
pilihnya adalah memiliki KTP-el sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan. Dalam
hal KTP-el belum dimiliki, sementara yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk
memiliki hak pilih maka sebelum KTP-el diperoleh, yang bersangkutan dapat memakai
atau menggunakan surat keterangan perekaman KTP-el dari dinas urusan
kependudukan dan catatan sipil instansi terkait sebagai pengganti KTP-el.

Dengan pendirian demikian bukan berarti Mahkamah telah mengubah pendiriannya
sebagaimana ditegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya. Putusan Mahkamah
sebelumnya yang memperbolehkan warga negara menggunakan sejumlah tanda
pengenal diri untuk memilih (bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT) adalah ketika
data kependudukan belum terintegrasi dengan data kepemiluan sehingga terdapat
potensi di mana warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sementara itu,
pada saat ini, integrasi data dimaksud telah dilakukan sehingga alasan untuk
menggunakan identitas lain di luar KTP-el menjadi kehilangan dasar pijakan untuk tetap
mempertahankannya dalam konteks penggunaan hak pilih. Sebab, apabila pandangan
demikian tidak disesuaikan dengan perkembangan pengintegrasian data kependudukan
dan data kepemiluan maka akan berakibat terganggunya validitas data kependudukan
yang sekaligus data kepemiluan yang pada akhirnya bermuara pada legitimasi pemilu.
Berdasarkan pertimbangan di atas, sebagian dalil para Pemohon terkait Pasal 348 ayat
(9) UU Pemilu beralasan secara hukum sepanjang istilah “kartu tanda penduduk
elektronik” juga diartikan mencakup “surat keterangan perekaman KTP-el yang
dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil)”. Dengan
demikian, Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat
sepanjang tidak dimaknai, “Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan
kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan perekaman KTP-el yang




dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) atau instansi lain
yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.
Sehubungan dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, penting bagi Mahkamah
mengingatkan pemerintah untuk mempercepat proses perekaman KTP-el bagi warga
negara yang belum melakukan perekaman, lebih-lebih yang telah memiliki hak pilih, agar
dapat direalisasikan sebelum hari pemungutan suara.
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan a quo
yaitu berkenaan dengan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak
mempunyai KTP elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-
elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat
identitas lainnya yang dapat membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih,
seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum” adalah beralasan
menurut hukum untuk sebagian.

Pasal 210 ayat (1)
... Bahwa dalam batas-batas tertentu, pembatasan jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk pemilih yang pindah memilih karena
alasan tertentu agar dapat didaftarkan dalam DPTb dapat dikualifikasi sebagai kebijakan
hukum yang rasional. Rasional dalam arti bahwa dengan pembatasan jangka waktu
dimaksud, penyelenggara pemilu memiliki kesempatan untuk mempersiapkan
kebutuhan logistik pemilu guna melayani hak memilih pemilih yang pindah memilih.
Tanpa adanya pengaturan jangka waktu dimaksud, ketika jumlah pemilih yang pindah
memilih terjadi dalam jumlah besar dan menumpuk pada daerah tertentu, maka hak pilih
pemilih dimaksud tidak akan dapat dipenuhi. Dalam konteks itu, penentuan jangka waktu
dimaksud juga dapat dinilai sebagai rekayasa hukum agar pemilih yang pindah memilih
betul-betul dapat dilayani hak pilihnya. Dengan demikian, untuk konteks bagaimana
penyelenggara pemilu dapat melayani hak pilih warga negara yang pindah memilih maka
kebijakan pembatasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan
suara merupakan kebijakan hukum yang tidak secara umum dapat dinilai bertentangan
dengan UUD 1945.

Bahwa walaupun demikian, pembatasan waktu tersebut masih mengandung
potensi tidak terlayaninya hak memilih warga negara yang mengalami keadaan tertentu
di luar kemampuan dan kemauan yang bersangkutan. Dalam hal ini, tidak ada yang
dapat memperkirakan kapan seseorang akan mengalami sakit, bermasalah secara
hukum sehingga ditahan atau ditimpa bencana alam. Hal demikian dapat saja menimpa
pemilih justru dalam waktu yang berdekatan dengan hari pemungutan suara, sehingga
ia harus pindah memilih.

Bahwa kebutuhan akan perlunya jangka waktu mempersiapkan layanan terhadap
pemilih yang pindah memilih dan upaya memenuhi hak memilih warga negara yang
mengalami kondisi atau keadaan tertentu (sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana
alam, atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara) yang mengharuskannya
pindah memilih merupakan dua hal yang sama-sama penting, yang satu tidak boleh
menegasikan yang lain. Dalam arti, alasan melayani hak memilih warga negara tetap
harus dalam kerangka memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara untuk
mempersiapkan segala perlengkapan pemungutan suara. Pada saat yang sama, alasan
memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara tidak boleh mengabaikan hak pilih
warga negara yang mengalami keadaan tertentu. Oleh karena itu, agar upaya memenuhi
hak memilih dan kebutuhan ketersediaan waktu yang cukup bagi penyelenggara pemilu
haruslah ditentukan batasnya secara proporsional sehingga prinsip penyelenggaraan




pemilu secara jujur dan adil dalam rangka memenuhi hak pilih warga negara tetap dapat
dipenuhi.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, batas waktu agar pemilih dapat didaftarkan
dalam DPTb paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tetap
harus dipertahankan karena dengan rentang waktu itulah diperkirakan penyelenggara
pemilu dapat memenuhi kebutuhan logistik pemilu. Hanya saja, pembatasan waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tersebut harus
dikecualikan bagi pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang pindah memilih karena
alasan terjadinya keadaan tertentu, yaitu sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan,
serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara maka pemilih dimaksud
dapat melakukan pindah memilih dan didaftarkan dalam DPTb paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum hari pemungutan suara. Artinya, hanya bagi pemilih-pemilih yang
mengalami keadaan tertentu demikianlah yang dapat melakukan pindah memilih dalam
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Adapun bagi
pemilih yang tidak memiliki keadaan tertentu dimaksud, ketentuan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tetap berlaku.

Bahwa pemilahan batas waktu demikian perlu dilakukan untuk menghindari
terjadinya pindah memilih dalam jumlah besar karena alasan pekerjaan atau alasan lain
mendekati hari pemungutan suara sehingga tidak tersedia lagi waktu yang cukup bagi
penyelenggara untuk menyediakan tambahan logistik pemilu. Dalam batas penalaran
yang wajar, ketersediaan waktu demikian penting jadi dasar pertimbangan karena
dengan waktu yang terbatas akan menghadirkan kondisi lain yaitu potensi tidak
terpenuhinya hak memilih secara baik karena tidak tersedianya waktu yang cukup untuk
memenuhi tambahan logistik pemilu oleh penyelenggara. Bilamana kondisi demikian
terjadi, hasil pemilu potensial untuk dipersoalkan dan penyelenggara pemilu akan
dengan mudah dinilai tidak menyelenggarakan pemilu secara profesional. Oleh karena
itu, guna menghindari terjadinya masalah dalam proses pemungutan suara akibat tidak
mencukupinya surat suara dan logistik lainnya, pengecualian terhadap keberlakuan
batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara hanya
dapat diterapkan bagi pemilih yang mengalami keadaan tertentu sebagaimana telah
dijelaskan di atas.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon terkait dengan
konstitusionalitas Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu sepanjang ditujukan untuk melindungi
hak memilih pemilih yang mengalami keadaan tertentu adalah beralasan menurut hukum
untuk sebagian, namun tidak dengan mengubah batas waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari menjadi 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara, melainkan dengan
menerapkan pengecualian terhadap pemilih yang mengalami keadaan tertentu.
Dengan demikian, batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari
pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu tidak
berlaku bagi pemilih dalam keadaan tertentu yaitu pemilih yang mengalami sakit,
tertimpa bencana alam, menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana, atau
menjalankan tugas pada saat pemungutan suara. Demi, di satu pihak, tetap
terpenuhinya hak konstitusional pemilih dalam keadaan tertentu untuk melaksanakan
hak pilihnya, dan di lain pihak, penyelenggara memiliki cukup waktu untuk menjamin
ketersediaan logistik terkait dengan pemenuhan hak dimaksud, maka waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara adalah batas waktu yang rasional
untuk ditetapkan sebagai batas waktu paling lambat bagi pemilih yang demikian untuk
dapat didaftarkan dalam DPTb.

Pasal 383 ayat (2)




... Bahwa Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama karena untuk pertama
kalinya, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu
anggota legislatif (yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota). Salah satu konsekuensi keserentakan pemilu dimaksud adalah
bertambahnya jenis surat dan kotak suara. Jika pada Pemilu 2014, in casu pemilu
anggota legislatif, terdapat empat kotak suara maka pada Pemilu 2019, yang
menggabungkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan
bersamaan dengan pemilu anggota legislatif, terdapat lima kotak suara.
Penyelenggaraan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, akan menimbulkan
beban tambahan dalam penyelenggaraan termasuk memerlukan waktu lebih lama.
Apalagi, jumlah partai politik peserta Pemilu 2019 lebih banyak dari Pemilu 2014. Terkait
dengan hal itu, Pasal 350 ayat (1) UU Pemilu mengantisipasi dengan cara membatasi
bahwa pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Bahkan, setelah melalui
simulasi, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, KPU mengatur bahwa
jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang.

Bahwa sekalipun jumlah pemilih untuk setiap TPS telah ditetapkan paling banyak 300
orang, namun dengan banyaknya jumlah peserta pemilu, yang terdiri dari dua pasangan
calon presiden, 16 (enam belas) partai politik nasional dan khusus Aceh ditambah
dengan 4 (empat) partai politik lokal peserta pemilu dengan tiga tingkat pemilihan, dan
perorangan calon anggota DPD, serta kompleksnya formulir-formulir yang harus diisi
dalam penyelesaian proses penghitungan suara, potensi tidak selesainya proses
penghitungan suara pada hari pemungutan suara sangat terbuka. Belum lagi jika faktor
kapasitas dan kapabilitas aparat penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat TPS, turut
dipertimbangkan.

Oleh karena itu, dalam hal potensi yang tak dikehendaki tersebut benar-benar terjadi,
sementara UU Pemilu menentukan pembatasan waktu yang sangat singkat dalam
menghitung suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara, maka keabsahan
hasil pemilu akan menjadi terbuka untuk dipersoalkan.

Bahwa untuk mengatasi potensi masalah tersebut maka ketentuan pembatasan waktu
penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus
dibuka namun dengan tetap memerhatikan potensi kecurangan yang mungkin terjadi.
Potensi kecurangan mana akan terbuka jika proses penghitungan suara yang tidak
selesai pada hari pemungutan suara lalu dilanjutkan pada hari berikutnya dengan
disertai jeda waktu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, perpanjangan jangka waktu
penghitungan suara hanya dapat dilakukan sepanjang proses penghitungan dilakukan
secara tidak terputus hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan
suara di TPS/TPSLN. Perpanjangan hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari
pemungutan suara di TPS/TPSLN, yaitu pukul 24.00 waktu setempat, merupakan waktu
yang masuk akal, jika waktu tersebut diperpanjang lebih lama lagi justru akan dapat
menimbulkan masalah lain di tingkat KPPS.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, sebagian dalil para
Pemohon sepanjang menyangkut pembatasan waktu penghitungan suara di
TPS/TPSLN sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu cukup beralasan.
Hanya saja, untuk mengurangi segala kemungkinan risiko, terutama risiko kecurangan,
lama perpanjangan waktu penghitungan suara cukup diberikan paling lama 12 (dua
belas) jam. Dengan waktu tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, sudah lebih dari
cukup untuk menyelesaikan potensi tidak selesainya proses penghitungan suara di
TPS/TPSLN pada hari pemungutan suara. Sehubungan dengan itu, maka Pasal 383
ayat (2) UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak




dimaknai, “Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan
dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam
hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas)
Jjam sejak berakhirya hari pemungutan suara.”

Dengan dimaknainya Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu sebagaimana dinyatakan di atas
maka semua norma yang memuat batas waktu yang terkait atau terdampak dengan
penambahan waktu 12 (dua belas) jam tersebut harus pula disesuaikan dengan
penambahan waktu dimaksud.
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Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang diuji
- |1. Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., --------- Pemohon |
Pemohon 2. Antonius Cahyadi, S.-H., LL.M. --------- Pemohon Il
3. Gregorius Yonathan Deowikaputra, S.H., --------- Pemohon llI
Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Amar Putusan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya
diikuti 2 (dua) pasangan calon”,

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Perubahan
Setelah Putusan

c. Norma semula:
- Pasal 416 ayat (1)
Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih
dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang
tersebar di lebih dari 2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.




d. Diubah menjadi
- Pasal 416 ayat (1)

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih
dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang
tersebar di lebih dari 2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

‘tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya
diikuti 2 (dua) pasangan calon”

Pertimbangan
Mahkamah

Norma yang sama dengan norma Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu telah pernah dimohonkan
pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu norma dalam Pasal 159
ayat (1) UU Pilpres, dan telah pula diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
50/PUU-XI1/2014, bertanggal 3 Juli 2014. Dalam Putusan tersebut Mahkamah mengabulkan
permohonan para Pemohon dan dengan demikian norma dalam ketentuan Pasal 159 ayat
(1) UU Pilpres tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

UU Pilpres kemudian dicabut dan diganti oleh UU Pemilu yang berlaku sejak tanggal 16
Agustus 2017. Namun ternyata substansi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang telah
dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah secara bersyarat tersebut dimuat kembali
dengan rumusan yang persis sama oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dalam
Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu.

Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan yang kuat untuk menghidupkan kembali
norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah menyatakan
ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak
berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua
pasangan calon, sesuai dengan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014.

Norma yang terkandung dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian
a quo telah pernah diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 50/PUU-XI1/2014. Dengan demikian pertimbangan hukum dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUUXII/2014, terutama pertimbangan hukum pada
Paragraf [3.20] dan Paragraf [3.21], berlaku mutatis mutandis sebagai pertimbangan hukum
putusan a quo.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil para Pemohon perihal
inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah beralasan menurut
hukum, dengan demikian Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku
untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan
calon’.
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Undang-Undang
yang diuji

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA), yang
diwakili oleh:

1. Ahmad Ridha Sabana;

2. Abdullan Mansyuri

Amar Putusan

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan,
“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh
KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
“Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan
Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi
namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak
memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki
keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak
memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan
dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama
dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.

3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

Perubahan
Setelah Putusan

a.

Norma semula:

Pasal 173 ayat (1)

Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi
oleh KPU

Diubah menjadi

Pasal 173 ayat (1)

Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan
Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun
tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi
ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di
tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan
di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara
administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku
terhadap partai politik baru




Pertimbangan
Mahkamah

Mahkamah mempertimbangkan terkait dengan verifikasi partai politik, bahwa permohonan
Pemohon berkenaan dengan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,“Partai Politik
Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”,
yang kemudian ketentuan tersebut sepanjang frasa “telah ditetapkan/’ telah dinyatakan
bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018. Dengan
demikian bunyi ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 tersebut menjadi, "Partai Politik
Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.” Selain itu, dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah juga membatalkan
keberlakuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan, "Partai politik yang telah lulus
verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan
ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”. Pembatalan keberlakuan Pasal 173 ayat
(3) UU 7/2017 berdampak pada penyamarataan terhadap semua partai politik untuk
dilakukan verifikasi dalam Pemilu serentak 2019 dan partai politik yang lolos verifikasi
memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu. Posisi Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018 terkait dengan
verifikasi partai politik sudah sangat jelas, yakni semua partai politik diharuskan mengikuti
verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari
pemberlakuan syarat yang berbeda (unequal treatment) kepada peserta suatu kontestasi
(pemilihan umum) yang sama. Posisi dan standing Mahkamah dalam memberlakukan
ketentuan terkait kewajiban verifikasi terhadap semua partai politik, baik yang telah lolos
ketentuan parliamentary threshold maupun yang tidak lolos ketentuan ini, tetapi telah
menjadi peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik baru yang akan
mengikuti Pemilu selanjutnya merupakan upaya untuk menegakkan prinsip persamaan di
hadapan hukum (equality before the law) akan tetapi cenderung abai pada penegakan
prinsip keadilan karena memandang sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan
secara berbeda.
Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya, verifikasi terhadap
partai politik untuk menjadi peserta Pemilu menjadi bagian yang sangat penting dan
strategis. Sebab, partai politik merupakan manifestasi perwujudan aspirasi rakyat. Melalui
partai politik ini lah rakyat menyalurkan aspirasinya. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar
dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan seperti hal nya
Indonesia. Namun demikian, tidak semua partai politik dapat menjadi peserta Pemilu. Hanya
partai politik yang memenuhi syarat lah yang memiliki kesempatan menjadi peserta Pemilu.
Di dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di
Proivinsi yang bersangkutan;
d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota
yang bersangkutan;
e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada
kepengurusan partai politik tingkat pusat;




f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu)
dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan

i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada
KPU.

Bahwa persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diuraikan di
atas, merupakan ujian yang cukup berat. Sebab, partai politik peserta Pemilu merefleksikan
aspirasi rakyat dalam skala besar dan bersifat nasional (terkecuali partai politik lokal di
Provinsi Aceh). Oleh karena itu, struktur kepengurusan partai politik harus berada di seluruh
provinsi (skala nasional), memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi
yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan
di kabupaten/kota yang bersangkutan, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada
tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dan
persyaratan lainnya. Tantangannya tidak selesai sampai di situ, setelah menjadi peserta
Pemilu pada Pemilu serentak 2019, ada partai politik yang lolos Parliamentary Threshold
sehingga memiliki wakil di DPR dan ada pula partai politik yang tidak lolos parliamentary
threshold sehingga tidak memiliki wakil di DPR, tetapi boleh jadi memiliki wakil di tingkat
DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan ada pula partai politik peserta Pemilu yang tidak
memiliki wakilnya baik di tingkat DPR maupun di tingkat DPRD Prov/Kabupaten/Kota.
Melihat dinamika dan perkembangan capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan
suatu partai politik pada suatu kontestasi Pemilu, maka pertanyaannya adalah apakah adil
ketiga varian capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik
disamakan dengan partai politik baru yang akan menjadi peserta Pemilu pada “verifikasi”
kontestasi Pemilu selanjutnya? Dalam perspektif keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil
karena esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya
diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya
diperlakukan berbeda. Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik
peserta Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun partai
politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, terhadap partai politik yang
lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold tetap diverifikasi secara adimistrasi
namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi
ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat
DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat
DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi
dan secara faktual hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik
baru. Dengan demikian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan,”Partai Politik
Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU” bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu
2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap
diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik
yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang
hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang
tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan
verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan
ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. Dengan demikian berdasarkan
pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk
sebagian.




QR Code Putusan MK

Nomor Putusan | 32/PUU-XIX/2021

Tanggal Putusan 29 Maret 2022

Undang-Undang
yang diuji

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon

1. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP.
2. Arief Budiman, S.S, S.IP, MBA.

Amar Putusan

—

3.

4.

Mengadili:

. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat
bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah
merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang
dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN?;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

Perubahan
Setelah Putusan

a.

Norma semula:
Pasal 458 ayat (13)
Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) bersifat final dan mengikat;

Diubah menjadi

Pasal 458 ayat (13)

Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN
yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan
TUN

Pertimbangan
Mahkamah

[3.12.1] Bahwa terkait dengan permohonan a quo Mahkamah sebelumnya pernah memutus
pengujian Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan
Umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXI/2013, tanggal 3 April 2014.
Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 mengatur bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat.




Terhadap frasa final dan mengikat ini, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 31/PUU-XI/2013 menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

... dst

Bahwa kemudian pembentuk Undang-Undang menyatakan tidak berlaku UU 15/2012
dengan berlakunya UU 7/2017. Namun, norma yang mengatur Putusan DKPP bersifat final
dan mengikat tetap dipertahankan oleh UU 7/2017 yang diatur dalam Pasal 458 ayat (13)
UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo.

Bahwa meskipun Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 mengatur norma yang sama dengan Pasal
112 ayat (12) UU 15/2012, namun jika mendasarkan pada Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78
ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda, maka permohonan para Pemohon dapat diajukan kembali.

Bahwa terlepas dari permohonan para Pemohon a quo dapat diajukan kembali ataupun
tidak, namun muatan norma yang terdapat dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 yang
dimohonkan pengujian adalah muatan norma yang sama yang diatur dalam Pasal 112 ayat
(12) UU 15/2012 yaitu norma mengenai putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat.
Oleh karena itu, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon Perkara Nomor
31/PUU-X1/2013 sama dengan yang dipersoalkan oleh para Pemohon perkara a quo.
Dengan demikian, terhadap norma mengenai putusan DKPP yang bersifat final dan
mengikat telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
31/PUU-XI1/2013, sehingga menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon memiliki
keterkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X1/2013. Sementara itu,
dalil para Pemohon selebihnya sepanjang masih relevan dengan substansi pertimbangan
hukum yang akan diuraikan lebih lanjut oleh Mahkamah akan turut dipertimbangkan lebih
lanjut pula.

[3.12.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan ketidakpastian hukum yang
terjadi di tataran pelaksanaan norma, yang ternyata telah terjadi penafsiran berbeda yang
tidak sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013.
Berkenaan dengan hal tersebut setelah dicermati secara saksama terdapat varian persepsi
dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab, dalam memahami amar putusan
badan peradilan, termasuk putusan Mahkamabh, tidak dapat dipisahkan antara amar putusan
dengan pertimbangan hukum sebagai ratio decidendi. Demikian halnya dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 bahwa yang dimaksudkan oleh Mahkamah
adalah sebagaimana yang akan ditegaskan Mahkamah dalam pertimbangan hukum dan
kemudian dinyatakan dalam amar putusan a quo;

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXI/2013 telah
memberikan pertimbangan di antaranya sebagai berikut:

... dst

Bahwa dengan pertimbangan demikian, kemudian Mahkamah dalam amar Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 menyatakan frasa “bersifat final dan
mengikat®’, yaitu harus dimaknai bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, yang seharusnya dibaca sebagai satu
kesatuan dengan pertimbangan hukum yang menyatakan, “adalah merupakan keputusan
pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di
Peradilan TUN".

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalam putusan perkara a quo, di
samping Mahkamah kembali menegaskan pendiriannya bahwa DKPP bukanlah lembaga
peradilan dan DKPP sebagaimana KPU dan Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu




yang memiliki kedudukan setara. Mahkamah juga menegaskan ketiga lembaga
penyelenggara Pemilu tersebut mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak ada satu di
antaranya yang mempunyai kedudukan yang lebih superior. Dengan demikian, melalui
putusan a quo Mahkamah menegaskan dan mengingatkan kepada semua pemangku
kepentingan bahwa frasa "bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017
dimaksudkan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan
Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan
final, yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap Presiden, KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu harus melaksanakan Putusan DKPP tersebut
dan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang menindaklanjuti putusan DKPP tersebut
dapat dijadikan objek gugatan oleh pihak yang tidak menerima putusan DKPP dimaksud,
dengan mengajukan gugatan pada peradilan TUN. Oleh karena itu, terhadap putusan
peradilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dipatuhi dan menjadi
putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan kata lain, yang
dimaksud final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan
Bawaslu adalah bahwa Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu
hanya menindaklanjuti Putusan DKPP yang produknya dapat menjadi objek gugatan pada
peradilan TUN. Sehingga dengan demikian dalam konteks ini Presiden, KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu sebagai atasan langsung yang berwenang mengangkat
dan memberhentikan penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya, tidak mempunyai
kewenangan untuk berpendapat berbeda yang bertentangan dengan Putusan DKPP
ataupun Putusan TUN yang mengkoreksi ataupun menguatkan Putusan DKPP.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang berkaitan dengan dapat atau tidaknya
putusan DKPP menjadi objek PTUN sepanjang sejalan dengan pertimbangan hukum
Putusan a quo adalah beralasan menurut hukum. Sedangkan, bagi Mahkamah melalui
putusan a quo menegaskan kembali dalam amar putusan perkara a quo, bahwa hakikat
pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 31/PUU-XI/2013 berkenaan dengan tafsir atas
Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 yang selanjutnya harus menjadi tafsir tunggal yang tidak bisa
dimaknai lain selain sebagaimana yang ditegaskan dalam amar putusan a quo.

QR Code Putusan MK

Nomor Putusan o | 68/PUU-XX/2022

Tanggal Putusan 31 Oktober 2022

Undang-Undang

yang divii Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)

Amar Putusan

Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;




2. Menyatakan frasa “Pejabat Negara” dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus
mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan
anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernuir,
wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri
dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri
mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”;

3. Menyatakan frasa “menteri dan pejabat setingkat menteri” dalam Penjelasan Pasal
170 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan
“pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung;

b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc;

c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;

d. Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

e. Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial,

f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

g. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan

h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Perubahan
Setelah Putusan

a.

Norma semula:

Pasal 170 ayat (1)

Pejabat Negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari
jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan
anggota DPR, Pimpinan dan anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati Walikota dan Wakil Walikota.

Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g

“Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:

Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc;
Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;

Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;

Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
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g. Menteri dan pejabat setingkat Menteri; dan
h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;

b. Diubah menjadi
Pasal 170 ayat (1)
Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari
jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan
anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,
walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang
menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari
Presiden
Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g
“Yang dimaksud dengan “pejabat negara” dalam ketentuan ini adalah:
a. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad
hoc;
Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
Ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;
Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;

> @moeao

Pertimbangan
Mahkamah

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 41/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XI11/2015, dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017, telah berpendirian bahwa Pegawai
Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah, dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) harus mengundurkan diri sejak
ditetapkan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Komisi Pemilihan
Umum. Terhadap hal demikian, oleh karena sesungguhnya baik jabatan publik/pejabat
negara yang diangkat maupun yang dipilih merupakan jabatan yang erat hubungannya
dengan persoalan netralitas yang di dalamnya terdapat potensi penyalahgunaan
kewenangan, antara lain berupa penggunaan pengaruh atau pemakaian fasilitas milik
negara dalam kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang tidak berbeda dengan
kontestasi pemilihan kepala daerah. Terlebih, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 29 September
2022 [vide Paragraf [3.19] him. 40], Mahkamah tidak lagi membedakan antara rezim pemilu
dan pemilihan kepala daerah, maka membedakan syarat pengunduran diri pejabat
publik/pejabat negara, baik yang diangkat maupun dipilih, adalah tidak relevan lagi untuk
diberlakukan pada konteks saat ini, karena untuk mengisi jabatan-jabatan politik dimaksud
memerlukan calon-calon yang berkualitas dari berbagai unsur dan potensi sumber daya
manusia Indonesia. Terlebih lagi, untuk dapat dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil
Presiden memiliki sifat dan syarat khusus sebagaimana telah ditentukan dalam tatacara
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan
hak konstitusional warga negara, in casu untuk dapat dicalonkan menjadi Presiden atau




Wakil Presiden, Mahkamah memiliki pertimbangan lain berkaitan dengan permasalahan
konstitusionalitas norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 beserta Penjelasannya.

Bahwa dalam perspektif adanya kekhawatiran melekatnya jabatan pada pejabat yang
dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden akan memengaruhi netralitas yang
bersangkutan sehingga diwajibkannya untuk mengundurkan diri, menurut Mahkamah, hal
tersebut tidak berbanding lurus dengan perlindungan hak konstitusional yang dimiliki oleh
pejabat yang bersangkutan. Terlebih di dalam mendapatkan jabatannya tersebut, pejabat
yang bersangkutan memerlukan perjalanan karir yang panjang, bisa jadi di saat itulah
sesungguhnya puncak karir dari pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian, tanpa harus
mengundurkan diri, kematangan profesionalitas pejabat yang dimaksud masih dapat
dipergunakan di dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara,
sekalipun pejabat yang bersangkutan kalah dalam kontestasi pemilu Presiden dan Wakil
Presiden. Di samping itu, adanya perlakuan yang berbeda terhadap menteri atau pejabat
setingkat menteri sebagai pejabat negara yang diharuskan mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 apabila dicalonkan sebagai Presiden
atau Wakil Presiden menimbulkan pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional.
Menurut Mahkamah, pembatasan dan pembedaan tersebut termasuk pula bentuk
diskriminasi terhadap partai politik ketika mencalonkan kader terbaiknya sebagai calon
Presiden atau Wakil Presiden. Apalagi, hal tersebut dapat mencederai hak konstitusional
partai politik dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dan dilindungi
oleh Pasal 28l ayat (2) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya
akan memberikan penilaian berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma undang-undang
yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017, yang berkaitan dengan
frasa “pejabat negara” yang dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Berkenaan
dengan hal tersebut oleh karena satu-satunya hal yang membedakan argumentasi
Permohonan a quo dengan permohonan-permohonan sebagaimana tersebut di atas adalah
argumentasi yang mengecualikan bagi pejabat negara, in casu menteri dan pejabat setingkat
menteri, yang hendak dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden, sebagaimana
dinyatakan dalam dalil Permohonan Pemohon dan ditegaskan dalam Petitum Permohonan
Pemohon agar dikecualikan untuk tidak perlu mengundurkan diri. Oleh karena itu, sebagai
konsekuensi yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah tersebut di atas, maka
terhadap syarat pengunduran diri pejabat publik/pejabat negara, termasuk dalam hal ini
menteri dan pejabat setingkat menteri untuk dicalonkan sebagai Presiden atau \Wakil
Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, tidak relevan lagi untuk
dipertahankan dan oleh karenanya harus tidak lagi diberlakukan ketentuan pengecualian
syarat pengunduran diri dalam norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017. Dengan demikian,
ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 harus dimaknai secara bersyarat yang
selengkapnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan a quo;

Bahwa meskipun Mahkamah dalam pertimbangan hukum tersebut di atas telah berpendirian
menteri atau pejabat setingkat menteri dapat dikecualikan untuk tidak mengundurkan diri
apabila dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden
atau Wakil Presiden, namun demikian penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa
jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif
yang menjadi bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden. Oleh
karena itu, demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan,
menteri atau pejabat setingkat menteri merupakan pejabat negara yang dikecualikan apabila
dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon
Wakil Presiden harus mendapat persetujuan dan izin cuti dari Presiden.




U 7/2017 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagai akibat adanya perubahan
berupa pemaknaan baru terhadap norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017. Berkenaan dengan
hal tersebut, oleh karena ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 esensinya adalah
menegaskan tentang frasa “pejabat negara” yang dikecualikan mengundurkan diri apabila
dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai
politik, in casu untuk menteri atau pejabat setingkat menteri, sebagaimana termuat dalam
Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g UU 7/2017, maka dengan telah dinyatakannya menteri
atau pejabat setingkat menteri termasuk yang dikecualikan untuk tidak dipersyaratkan
mengundurkan diri, sebagai konsekuensi yuridisnya sepanjang frasa “menteri dan pejabat
setingkat menteri” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g UU 7/2017
harus dinyatakan tidak ada relevansi untuk dipertahankan lagi, sehingga harus dinyatakan
inkonstitusional. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 selengkapnya
sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar putusan a quo.
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Undang-Undang

yang divji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal
ini diwakili oleh:

1. Khoirunnisa Nur Agustyati;

2. Irmalidarti.

Pemohon

Amar Putusan

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Daerah pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota
DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU”;

3. Menyatakan ketentuan norma Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak




memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Daerah pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota
DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan KPU”;

4. Menyatakan Lampiran Ill dan Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Perubahan
Setelah Putusan

a. Norma semula:
Pasal 187 ayat (5)
Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah
pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini

Pasal 189 ayat (5)

Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah
pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariundang-undang ini

b. Diubah menjadi
Pasal 187 ayat (5)
Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah
pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
KPU
Pasal 189 ayat (5)
Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah
pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam
Peraturan KPU

Lampiran lll dan Lampiran IV
dihapus

Pertimbangan
Mahkamah

Bahwa semua rangkaian kontestasi pemilihan umum harus tunduk pada tahapan
penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, penetapan jumlah kursi dan penetapan
daerah pemilihan merupakan salah satu dari 11 (sebelas) tahapan pemilihan umum yang
ditentukan dalam Pasal 167 ayat (4) UU 7/2017. Secara konseptual, penetapan daerah
pemilihan merupakan salah satu unsur yang membangun sistem pemilihan umum. Dengan
demikian, penetapan daerah pemilihan merupakan bagian dari proses kontestasi pemilihan
umum. Sebab, posisi daerah pemilihan merupakan bagian dari kompetisi bagi seluruh
kontestan pemilihan umum untuk meraih suara pemilih dan penentuan perolehan jumlah
kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sebagai area kompetisi, penentuan
daerah pemilihan dan alokasi kursi harus rasional dan memenuhi prinsip-prinsip penentuan




daerah pemilihan dan alokasi kursi. Demi menjaga rasionalitas dan pemenuhan
prinsipprinsip dalam menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi harus dilakukan dalam
kerangka penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD
1945. Selain itu, data kependudukan yang dinamis harus pula dijadikan sebagai basis utama
penentuan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari
suatu kontestasi pemilihan umum ke kontestasi periode berikutnya. Pengaturan terkait
dengan daerah pemilihan sejak penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999. Dalam hal
ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU 3/1999) dan
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan
DPRD (UU 12/2003) menempatkan KPU sebagai lembaga yang berwenang membentuk
daerah pemilihan. Pengaturan daerah pemilihan dalam kedua undang-undang a quo hanya
diatur dalam pasal-pasal dan tidak termasuk memuat dalam lampiran undang-undang.
Berbeda dengan kedua undang-undang di atas, sejak penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2009, pengaturan daerah pemilihan tidak hanya dalam pasal-pasal undang-undang
tetapi pemuatan daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD provinsi juga dimuat dalam
lampiran undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan UU 7/2017. Artinya, pengaturan
daerah pemilihan demikian telah berjalan lebih kurang selama 3 (tiga) periode pemilihan
umum. Selama itu pula, proses evaluasi terhadap pengaturan daerah pemilihan belum
pernah dilakukan, kecuali apabila terdapat pemekaran daerah, baik provinsi atau
kabupaten/kota yang kemudian diiringi dengan penambahan jumlah daerah pemilihan dan
kursi DPR. Oleh karena itu, praktik pelaksanaan tiga kali pemilihan umum dimaksud sudah
kuat menjadi basis penilaian terhadap pengaturan daerah pemilihan yang diadopsi dalam
UU 7/2017. Adapun berkenaan dengan pemuatan daerah pemilihan dalam lampiran undang-
undang, hal itu akan berdampak terhadap ketidaksinkronan antar-norma yang mengatur
prinsip daerah pemilihan dengan lampiran undang-undang yang mencantumkan pembagian
daerah pemilihan. Ketidaksinkronan dimaksud akan bermuara terjadinya ketidakpastian
hukum dan sekaligus berdampak pada kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. UU
7/2017 mengatur penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum merupakan tugas
KPU. Pengaturan demikian merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 22E ayat (5)
UUD 1945. Berkaitan dengan hal ini, ketentuan Pasal 12 huruf d UU 7/2017 menyatakan,
‘KPU bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau
semua tahapan pemilihan umum?”. Jika ketentuan Pasal 167 ayat (4) dan Pasal 12 UU 7/2017
dibaca dalam hubungan sistematis, konstruksi normanya secara sederhana dipahami
‘pelaksanaan tahapan pemilihan umum berupa penetapan daerah pemilihan merupakan
tugas dari KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum”. Bilamana daerah pemilihan
ditetapkan sebagai bagian dari undang-undang, berarti pembentuk undang-undang telah
mengambil peran dalam penetapan daerah pemilihan. Padahal, penetapan daerah
pemilihan merupakan suatu tahapan dari penyelenggaraan pemilihan umum yang berada
dalam lingkup tugas KPU. Dengan demikian, selama penetapan daerah pemilihan menjadi
bagian dari Lampiran undang-undang, KPU akan kehilangan peran secara signifikan dalam
penentuan daerah pemilihan. Bagaimanapun dengan diaturnya daerah pemilihan dalam
lampiran undang-undang, penetapan daerah pemilihan tidak lagi menjadi bagian dari tugas
KPU. Realitas demikian menunjukkan terdapat contradictio in terminis antara norma yang
mengatur tentang penetapan daerah pemilihan dan wewenang KPU untuk menetapkan
daerah pemilihan dengan ketentuan yang mengatur tentang daerah pemilihan dan
pencantuman daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD provinsi. Kondisi ini tentunya tidak
sejalan dengan mandat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa dengan maksud menjaga
penerapan asas adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana amanat norma




Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan mengakhiri ketidakpastian hukum yang muncul akibat
ketidaksinkronan norma yang satu dengan yang lain terkait dengan penetapan daerah
pemilihan dalam UU Pemilihan Umum. Langkah yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan
rincian pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi dari lampiran UU 7/2017 dan
menyerahkan penetapannya kepada KPU melalui Peraturan KPU. Pilihan ini akan sejalan
dengan kerangka tugas KPU dan tahapan pemilihan umum yang diatur UU 7/2017. Artinya,
dengan mengembalikan tugas penetapan daerah pemilihan, in casu penetapan daerah
pemilihan serta alokasi kursi pada masing-masing daerah pemilihan, baik bagi anggota DPR
maupun DPRD provinsi, segala potensi pertentangan UU 7/2017 dengan UUD 1945 akibat
adanya ketidakpastian hukum akan dapat dijawab dan diakhiri. Dalam hal ini,
UndangUndang Pemilihan Umum cukup mengatur prinsip-prinsip penentuan daerah
pemilihan, jumlah kursi minimal dan maksimal setiap daerah pemilihan, serta total jumlah
kursi DPR dan DPRD. Sementara itu, rincian berkenaan dengan pembagiannya diserahkan
kepada KPU untuk diatur dengan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat
(8) UU 7/2017 yang intinya menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan
penyelenggaraan pemilihan umum diatur dengan Peraturan KPU. Dengan mengembalikan
tugas ini kepada KPU maka perubahan jumlah penduduk yang menjadi basis penetapan
daerah pemilihan akan lebih mudah dan cepat dilakukan dan disesuaikan tanpa harus
mengubah undang-undang. Pilihan ini lebih tepat untuk menghindari atau mengatasi soal
ketidakpastian hukum akibat pencantuman rincian daerah pemilihan dalam lampiran
undangundang. Namun demikian, hal terpenting yang harus dilakukan, dalam menyusun
peraturan dimaksud, KPU tetap berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah [vide Pasal 75
ayat (4) UU 7/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016]. Apabila
dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 mengembalikan tugas penentuan daerah
pemilihan secara utuh kepada KPU, termasuk daerah pemilihan DPR dan DPRD provinsi
dapat menjaga kualitas penyelenggaran pemilihan umum. Terkait dengan hal tersebut,
mempertahankan tugas KPU dalam semua tahapan pemilu sejak awal hingga akhir, menjadi
bagian dari upaya menjaga independesi penyelenggaraan pemilihan umum. Sebab,
bilamana terdapat pihak lain yang ikut menentukan tahapan, terbuka kemungkinan
terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest). Benturan kepentingan tersebut amat
mudah dilacak dari kebijakan penentuan daerah pemilihan, terutama daerah pemilihan bagi
anggota DPR. Terlebih lagi, dalam perkembangan penentuan daerah pemilihan disadari
terdapat daerah-daerah yang tidak proporsional dalam pendistribusian jumlah kursi di DPR
atau ketidakberimbangan jumlah penduduk dengan jumlah alokasi kursi DPR. Karena itu,
secara faktual, terdapat sejumlah provinsi yang memiliki keterwakilan atau alokasi kursi di
DPR lebih besar dibandingkan proporsi jumlah penduduk (over represented) dan terdapat
pula sejumlah provinsi yang memiliki keterwakilan atau alokasi kursi di DPR lebih kecil jika
dibandingkan proporsi jumlah penduduk (under represented). Apabila fakta tersebut tidak
diperbaiki, penentuan jumlah kursi akan semakin menjauh dari keadilan keterwakilan wilayah
dan prinsip proporsionalitas dalam sistem pemilihan umum proporsional. Dengan demikian
agar ketentuan dalam norma Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU 7/2017 termasuk
Lampiran lll dan Lampiran IV berkenaan dengan pengaturan daerah pemilihan anggota DPR
dan anggota DPRD provinsi agar tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat
(3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah tidak mempunyai
pilihan dan demi mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang jurdil, menyatakan bahwa
daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, termasuk untuk DPR dan
DPRD provinsi diatur dalam Peraturan KPU sebagaimana dimuat dalam amar putusan a
quo. Karena penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi diatur dalam Peraturan KPU,
maka implikasinya Lampiran Ill UU 7/2017 yang menentukan Daerah Pemilihan Anggota
DPR RI dan Lampiran IV UU 7/2017 yang menentukan Daerah Pemilihan Anggota DPRD




Provinsi harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat, sehingga dalil Pemohon beralasan menurut hukum.

QR Code Putusan MK
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Tanggal Putusan 30 November 2022

Undang-Undang

yang divji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon Leonardo Siahaan, S.H.

Amar Putusan

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila
dirumuskan selengkapnya berbunyi:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah
Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap
terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik
dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana
dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik
yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana,
telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka
mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Perubahan
Setelah Putusan

a. Norma semula:
Pasal 240 ayat (1) huruf g




b. Diubah menjadi
Pasal 240 ayat (1) huruf g
(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga
Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang
melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang
sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima)
tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur
atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan
terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Pertimbangan
Mahkamah

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, secara eksplisit, Mahkamah telah menegaskan
bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan umum dengan pemilihan kepala
daerah. Oleh karena itu, berkenaan dengan salah satu persyaratan untuk menjadi calon
pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum, yaitu Presiden/Wakil Presiden, anggota
DPR/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota yang telah pernah dijatuhi pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 bagi calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta DPD, dan calon kepada daerah
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, Mahkamah akan
mempertimbangkan lebih lanjut ada/tidaknya ketidakselarasan antar kedua norma tersebut,
mengingat keduanya mengatur tentang persyaratan formal untuk menjadi calon dalam
menduduki kedua jabatan yang dipilih tersebut;

Bahwa berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017
sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pada pokoknya mengatur tentang
syarat mantan terpidana yang akan menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota. Sementara itu, ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 juga
mengatur hal yang esensinya sama dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU
10/2016 yaitu berkenaan dengan syarat mantan terpidana bagi calon kepala daerah,
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/\Wakil Walikota. Oleh karena
itu, apabila dicermati dengan saksama kedua syarat formal untuk dapat menjadi calon dalam
menduduki jabatan yang dipilih tersebut meskipun pada esensinya mengatur hal yang sama,
akan tetapi terdapat perbedaan perlakuan yang berbeda. Perbedaan yang amat
fundamental adalah berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU
7/2017 masih bersifat alternatif yaitu bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota dengan status mantan terpidana dapat langsung mencalonkan diri
sepanjang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana. Sementara itu, ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g
UU 10/2016 mengatur syarat bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi




kepala daerah, calon GubernurANakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil
Walikota bersifat kumulatif. Artinya, diperlukan waktu tunggu 5 (lima) tahun setelah yang
bersangkutan selesai menjalani masa pidana serta secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

[3.12.2] Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, perbedaan demikian disebabkan akibat adanya
pemaknaan secara konstitusional bersyarat terhadap ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf
g UU 10/2016 oleh Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan salah satu syarat untuk menjadi
calon kepala daerah bagi mantan terpidana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-
putusannya dan terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 11 Desember 2019 telah
berpendirian, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada Sub-Paragraf
[3.12.1] dan Sub-Paragraf [3.12.2] sebagai berikut:

... dst

[3.13] Menimbang bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, dan setelah juga mencermati kutipan pertimbangan hukum pada putusan-
putusan tersebut, oleh karena fakta empirik menunjukkan bahwa bakal calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang pernah menjalani pidana dengan ancaman
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana diatur dalam
norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat
yang ada dalam persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah sebagaimana yang diatur
dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dilakukan pemaknaan
secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah, padahal keduanya merupakan salah satu
syarat formal untuk menduduki rumpun jabatan yang dipilih (elected officials), maka
pembedaan yang demikian berakibat adanya disharmonisasi akan pemberlakuan norma-
norma tersebut terhadap subjek hukum yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama
yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu, pembedaan atas syarat untuk
menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan calon
kepala daerah yaitu calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan
Walikota/Wakil Walikota bagi mantan terpidana sebagaimana dipertimbangkan tersebut di
atas, dapat berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur
dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Adapun perbedaan secara faktual adalah dalam norma
Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa “kecuali secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang tidak
selaras lagi dengan pemaknaan yang telah dilakukan oleh Mahkamah dalam putusannya
atas norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang selengkapnya adalah:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap
terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam
pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif
hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang
sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun
setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan
mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai
pelaku kejahatan yang berulangulang;”




Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah
berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 perlu
dilakukan penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima)
tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau
keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat
calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di samping syarat lain
yang juga ditambahkan sebagaimana pemaknaan konstitusional secara bersyarat yang
terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sebab, sebagaimana telah dikutip
dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya masa tunggu 5 (lima) tahun
setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk
melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon
kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota. Demikian halnya persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara
terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya
adalah dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai
atau menentukan pilihannya. Sebab, terkait dengan hal ini, pemilih dapat secara kritis
menilai calon yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun
kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten). Oleh karena itu, hal ini
terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya
kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya
kepada calon tersebut. Selain itu, untuk pengisian jabatan melalui pemilihan (elected
officials), pada akhirnya masyarakat yang memiliki kedaulatan tertinggi yang akan
menentukan pilihannya;

Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan syarat bukan sebagai pelaku tindak pidana secara
berulang-ulang penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali karena fakta empirik
menunjukkan bahwa terdapat beberapa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana
dan tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri telah secara
faktual melebur dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuiji,
bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (in casu secara faktual khususnya
tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang
bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh karena itu, demi melindungi kepentingan yang lebih
besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih, berintegritas,
dan mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan kesejahteraan bagi
masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali
memberlakukan syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip tersebut di atas dan terakhir
ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVI11/2019. Selain itu,
langkah demikian juga dipandang penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian
hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan calon anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas
dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan
hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di
dalam pemerintahan

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana
diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, Mahkamah menilai telah ternyata ketentuan
norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang mengatur persyaratan mantan terpidana
yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota telah terbukti terdapat persoalan Kkonstitusionalitas norma yang
bertentangan dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Oleh karena itu, terhadap norma a




quo harus diselaraskan dengan semangat yang ada dalam ketentuan norma Pasal 7 ayat
(2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUUXVI1/2019.
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Tanggal Putusan 28 Februari 2023

Undang-Undang

yang divji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal
ini diwakili oleh:

3. Khoirunnisa Nur Agustyati;

4. Irmalidarti.

Pemohon

Amar Putusan

Mengadili:
Dalam Provisi:
Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta
Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap
terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam
pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum
positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda
dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati
dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulangulang;




3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Perubahan
Setelah Putusan

a. Norma semula:
Pasal 182 huruf g
Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu
setelah memenuhi persyaratan:

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana:

b. Diubah menjadi

Pasal 182 huruf g

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu

setelah memenuhi persyaratan:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang
melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang
berkuasa; (i) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun
setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau
terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan
terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang;

Pertimbangan
Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa berdasakan kedua putusan Mahkamah di atas, masalah
konstitusional yang harus dijawab Mahkamah dalam perkara a quo adalah apakah syarat
kumulatif bagi mantan terpidana yang akan menjadi peserta Pemilu sebagaimana Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI11/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
87/PUU-XX/2022 harus pula diselaraskan bagi calon anggota DPD yang berstatus sebagai
mantan terpidana karena samasama merupakan jabatan yang dipilih melalui Pemilu. Selain
itu, apakah perlu menambahkan syarat tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan
hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga
syarat masa jeda lima tahun dihitung setelah selesainya seluruh pidana termasuk pidana
tambahan, kecuali jika pidana tambahan tersebut dijatuhkan seumur hidup. Terhadap dalil
Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan (elected
officials) baik melalui pemilihan umum yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta
pemilihan umum angota DPR, DPD, dan DPRD dan pemilihan kepala daerah yakni
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk




umum pada tanggal 29 September 2022 pada intinya telah menegaskan tidak terdapat lagi
perbedaan rezim pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan
perkembangan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUUXX/2022, Mahkamah telah memberlakukan syarat
kumulatif bagi mantan terpidana yang hendak mengajukan diri sebagai calon anggota DPR
dan DPRD sebagaimana pemberlakuan syarat kumulatif dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI1/2019 yang diperuntukkan bagi mantan terpidana yang akan
mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pemberlakuan syarat bagi mantan terpidana yang hendak mengajukan diri sebagai calon
anggota DPR dan DPRD dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022
didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

[3.12.2] Bahwa dengan telah diselaraskannya antara norma persyaratan calon bagi mantan
terpidana yang akan mengajukan diri sebagai kepala daerah dan calon anggota DPR dan
DPRD telah memberikan kepastian hukum dan sekaligus telah mengembalikan makna
esensial dari pemilihan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota serta calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki
kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak
menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut
berpartisipasi di dalam pemerintahan. Namun demikian, belum semua jabatan publik yang
dipilih dalam pemilihan memiliki pemaknaan yang sama. Ketidaksamaan pemaknaan
dimaksud antara lain dapat dibaca dari persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD.
[3.12.3] Bahwa berkenaan dengan salah satu syarat untuk mernjadi calon anggota DPD,
yaitu sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017, sebagaimana
yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pada pokoknya mengatur tentang syarat mantan
terpidana yang akan menjadi calon anggota DPD. Apabila dibaca secara saksama, norma-
norma yang telah diberikan pemaknaan di atas esensinya mengatur hal yang sama dengan
norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017, yaitu berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih
dalam pemilihan. Oleh karena itu, dengan belum diberikan pemaknaan untuk Pasal 182
huruf g UU 7/2017 terbuka kemungkinan bagi calon anggota DPD dengan status mantan
terpidana dapat langsung mencalonkan diri tanpa terlebih dahulu memenuhi pemaknaan
sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Oleh karenanya, substansi
norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 belum sejalan dengan semangat yang ada dalam kedua
putusan tersebut. Padahal kepala daerah, anggota DPR dan DPRD serta anggota DPD,
merupakan jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan (elected officials). Dengan adanya
pembedaan yang demikian berakibat terjadinya inkonsistensi dan disharmoni dalam
pemberlakuan normanorma tersebut terhadap subjek hukum yang sesungguhnya
mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu,
pembedaan atas syarat untuk menjadi calon anggota DPD bagi mantan terpidana, dapat
berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal
28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma
Pasal 182 huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penegasan dan penyelarasan dengan
memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana
selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati
dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPD, di samping syarat lain
yang juga ditambahkan sebagai syarat kumulatif sebagaimana pemaknaan konstitusional




secara bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan Pasal 240
ayat (1) huruf g UU 7/2017,

[3.13] Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang juga menghendaki
adanya pemaknaan tambahan, yaitu “tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan
hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, menurut
Mahkamah, pada satu sisi, pemaknaan tambahan demikian akan mengakibatkan perbedaan
persyaratan antara calon kepala daerah, anggota DPR dan anggota DPRD dengan
persyaratan calon anggota DPD. Hal demikian dapat menciptakan ketidakselarasan dan
ketidakharmonisan norma syarat pencalonan bagi semua jabatan yang dipilih dalam
pemilihan. Sementara di sisi lain, pemaknaan tambahan tersebut potensial menciptakan
ketidakpastian hukum. Karena, pidana tambahan merupakan jenis pidana yang bersifat
fakultatif yang dapat dijatunkan hakim untuk kasus konkret yang ditangani oleh lingkup
peradilan di luar Mahkamah. Terlebih lagi, dalam penjatuhan pidana tambahan yang bersifat
sementara tidak mudah menemukan ukuran waktu antara pemberlakuan pidana tambahan
dengan tenggang waktu masa tunggu (jeda) bagi mantan terpidana untuk mengajukan diri
sebagai calon peserta Pemilu, sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Sementara itu,
penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik secara permanen atau seumur
hidup adalah di luar konteks mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam putusan-
putusan di atas. Dengan demikian, agar tercipta perlakuan yang sama bagi semua calon
yang akan ikut kontestasi jabatan-jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan (elected
officials), hingga saat ini Mahkamah tetap dengan pendirian sebelumnya dan belum terdapat
alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk menambahkan dalam syarat kumulatif berupa
pidana tambahan sebagaimana dimohonkan Pemohon.

QR Code Putusan MK

Nomor Putusan ;| 31/PUU-XXI/2023

Tanggal Putusan 25 Mei 2023

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang-Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

yang diuji dan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum
Pemohon Herifuddin Daulay, ST.

Amar Putusan

Mengadili:
Dalam Provisi:
Menyatakan Petitum Provisi Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;




2. Menyatakan frasa “3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak” dalam Pasal 74 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “3 (tiga) hari setelah”, sehingga
ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, selengkapnya menjadi “Permohonan hanya dapat diajukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum
mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”.

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Perubahan
Setelah Putusan

a. Norma semula:
Pasal 74 ayat (3)
Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali
dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil
pemilihan umum secara nasional.

b. Diubah menjadi
Pasal 74 ayat (3)
Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah
Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara
nasional.

Pertimbangan
Mahkamah

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal
‘jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden”, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan ketentuan mengenai “jangka waktu
mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, secara
normatif, ditentukan oleh 2 (dua) undang-undang, yaitu UU MK dan UU 7/2017. Dalam hal
ini, norma Pasal 74 ayat (3) UU MK menyatakan,“Permohonan hanya dapat diajukan dalam
jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan
Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, serta norma
Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan, “dalam hal terjadi perselisihan penetapan
perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat
mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”.
Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, ihwal jangka waktu pengajuan permohonan dapat
dilakukan “dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak
Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”
dan “dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”.




Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya dua ketentuan tenggat waktu
tersebut dapat menimbulkan perbedaan tafsir atau makna ketika Mahkamah menyelesaikan
kasus konkret, in casu menyelesaikan permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden. Setidaknya, perbedaan dimaksud dapat terjadi saat menentukan: apakah
permohonan diajukan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau 3 (tiga) hari
setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan secara nasional
oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan adanya perbedaan penafsiran dalam menentukan
batas waktu pengajuan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terbuka ruang
untuk terlanggarnya prinsip kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.
Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan ketentuan dalam norma Pasal
74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka
waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum
mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, dimaknai menjadi
‘Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah
Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional’.
Pemaknaan baru tersebut diselaraskan dengan ketentuan dalam norma Pasal 475 ayat (1)
UU 7/2017 yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara
hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan
kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”. Selain memberikan
kepastian hukum sebagaimana ditentukan UUD 1945, penyelarasan dimaksud juga akan
memberikan keuntungan bagi pasangan calon yang akan mengajukan sengketa hasil Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah. Dengan memaknai kata “sejak” menjadi
“setelah” dan “frasa 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam” menjadi “3 (tiga) hari’, pemohon
dalam pengajuan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan memiliki
kelonggaran waktu dalam mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam hal ini, pilihan untuk menggunakan kata “setelah” dan tidak mengabulkan pilihan 7
(tujuh) hari tidak bisa dilepaskan dari prinsip proses peradilan cepat (speedy trial) dalam
penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam desain
kewenangan Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena jangka waktu yang dimohonkan
Pemohon tidak sebagaimana pemaknaan jangka waktu yang dikabulkan Mahkamah, dalil
Pemohon perihal jangka waktu untuk mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti dimaksud dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU
MK bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;
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Undang-Undang

yang diuji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1. Handrey Mantiri, S.H., -—---- Pemohon I;

Pemohon 2. Ong Yenny, Pemohon |l




Amar Putusan

1.

Mengadili:
Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat
ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa
atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas
pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“‘mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin
dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”,
sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, “menggunakan
fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas
pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab
tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

Perubahan
Setelah Putusan

a. Norma semula:
Pasal 280 ayat (1) huruf h
Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang:

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan

b. Diubah menjadi
Pasal 280 ayat (1) huruf h
Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang:

h menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali

untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari
penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu

Pertimbangan
Mahkamah

té.15.2] Bahwa berdasarkan telaahan historis pengaturan larangan kampanye untuk
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan telah diatur, paling
tidak sejak era reformasi. Bahkan, telah pula diatur sanksi pidana jika terjadi pelanggaran




atas larangan tersebut. Namun, jika dicermati secara saksama norma Pasal 280 ayat (1)
huruf h UU 7/2017 yang mengutip kembali norma Pasal 299 UU 8/2012 yang sama-sama
menentukan larangan bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye untuk melakukan
kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
Bahkan, terhadap larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tersebut ditentukan
sanksi yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) [vide Pasal 521 UU 7/2017].
Ketentuan pidana ini pun mengutip kembali rumusan yang diatur dalam Pasal 299 UU
8/2012. Masalahnya, apakah sanksi pidana tersebut dapat diterapkan secara efektif karena
dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 ditentukan adanya unsur
pengecualian atas norma larangan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas
undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan. Selanjutnya, dijelaskan pula yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah
gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

[3.15.3] Bahwa berkenaan dengan adanya pengecualian dalam Penjelasan suatu undang-
undang di luar norma pokok yang telah ditentukan, penting bagi Mahkamah untuk merujuk
ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam
butir 176 Lampiran Il Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011).
Ketentuan teknis tersebut telah memberikan panduan atau pedoman dalam merumuskan
penjelasan, pengertian dan sekaligus fungsi penjelasan adalah sebagai tafsir resmi
pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh
karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan
kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan merupakan
sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh yang tidak boleh mengakibatkan
terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Tidak hanya itu, butir 178 Lampiran Il
UU 12/2011 juga telah menentukan bahwa “penjelasan tidak menggunakan rumusan yang
isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan’.
Dalam kaitan ini, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “Fasilitas
pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu
hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas
pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” telah menimbulkan kondisi
pertentangan dengan materi muatan atau norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU
7/2017. Misalnya, apabila dipelajari secara cermat frasa “dapat digunakan jika” dalam
Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, secara leksikal frasa dimaksud
mengandung pengertian pembolehan atas otoritas atau hak untuk melakukan sesuatu
secara terbatas, padahal batas atau syarat tersebut telah ditentukan sebagai sebuah
larangan. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam pemahaman materi pokoknya yang
sifatnya memberikan larangan atau pembatasan untuk melakukan kampanye menggunakan
fasilitas pemerintahan, tempat ibadah dan tempat pendidikan maka materi Penjelasan a quo
sepanjang frasa yang dimohonkan para Pemohon adalah mengandung makna adanya
pengecualian daripada sebagai sebuah penjelasan yang merupakan interpretasi resmi
mengenai arti, ruang lingkup, dan implikasi dari materi norma pokok yang dijelaskannya.
Frasa yang dimohonkan tersebut berbeda dengan penjelasan perihal yang dimaksud
dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan

tinggi”.




Dalam konteks materi muatan suatu peraturan perundang-undangan, antara norma
larangan dengan pengecualian sebenarnya mengandung maksud mengesampingkan
norma pokoknya karena adanya sebuah klausa atau pernyataan yang mengaitkan
pelaksanaan suatu norma dengan terjadinya suatu peristiwa atau kondisi tertentu pada
waktu atau batas waktu tertentu di luar peristiwa atau kondisi pokok yang dikehendaki dalam
norma larangan. Kedua kondisi tersebut sebenarnya adalah seimbang dan masing-masing
seharusnya berdiri sendiri sebagai sebuah materi muatan dari norma pokok, bukan
merupakan esensi penjelasan suatu norma. Materi muatan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU
712017 sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.15.1] dan Sub-paragraf [3.15.2]
di atas secara jelas dan tegas melarang pelaksanaan kegiatan kampanye dengan
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Terlebih, telah
ditentukan pula sanksi pidana penjara dan/atau denda yang dijatuhkan bagi pihak-pihak
yang melanggar larangan tersebut, di mana berpotensi ketentuan sanksi tersebut sulit untuk
ditegakkan. Oleh karena itu, apabila terhadap norma yang memuat pengecualian atas norma
Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 a quo masih atau tetap diperlukan, seharusnya hal
tersebut dimuat dalam batang tubuh UU 7/2017 sebagai norma tersendiri yang
mengecualikan atas hal-hal yang dilarang selama kampanye, bukan diletakkan pada bagian
Penjelasan. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang
frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika
peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung
jawab fasilitas pemerintah, tempatibadah, dan tempat pendidikan”, dengan penekanan pada
anak frasa “dapat digunakan jika” justru menimbulkan ambiguitas dalam memahami dan
menerapkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang dalam pelaksanaannya akan
menimbulkan ketidakpastian hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, perihal
perumusan norma pengecualian tersebut seharusnya diletakkan sebagai bagian norma
batang tubuh UU 7/2017 karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan
kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Mahkamah
menyadari, dalam konteks kampanye pemilu, fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan
masih mungkin untuk digunakan. Namun, karena kedua tempat tersebut dilarang sehingga
Mahkamah perlu memasukkan sebagian dari pengecualian sebagaimana termaktub dalam
Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1)
huruf h UU 7/2017. Pemuatan ke dalam norma pokok tersebut didasarkan pada ketentuan
UU 12/2011, di mana penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma,
terlebih lagi jika penjelasan tersebut bertentangan dengan norma pokok. Oleh karena itu,
menurut Mahkamah, penting untuk memasukkan sebagian dari esensi penjelasan tersebut
menjadi bagian dari pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sehingga
pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dapat menggunakan fasilitas pemerintah dan
tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan
hadir tanpa atribut kampanye. Oleh karena terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU
7/2017, meskipun inskontitusionalitas norma Pasal a quo tidak dimohonkan oleh para
Pemohon, namun karena norma a quo berkaitan erat dengan penjelasan yang akan
dinyatakan dalam amar putusan adalah inkonstitusional, maka untuk kepentingan kampanye
pemilu, norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang menyatakan, “menggunakan
fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan UUD
1945 apabila tidak mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang
mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye
pemilu. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017
selengkapnya akan dimaknai sebagaimana dalam amar Putusan a quo.




[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun
Mahkamah menyatakan frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan
dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”
dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah ternyata menimbulkan
ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akan
tetapi, oleh karena terdapat sebagian materi Penjelasan yang dimasukkan ke dalam norma
Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 maka penting bagi Mahkamah untuk memberikan
pengecualian dalam norma pasal a quo sebagaimana yang akan dimuat dalam amar
putusan a quo. Dengan demikian, oleh karena amar putusan tidak sebagaimana yang
dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum permohonan a quo, menurut Mahkamah,
pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
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a. Norma semula:
Pasal 169 huruf q
"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

q berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
b. Diubah menjadi
Pasal 169 huruf q
"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

q berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan
yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah

Pertimbangan
Mahkamah

[3.14.1] Bahwa mengingat batas usia ini tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, namun
dengan melihat praktik di berbagai negara memungkinkan presiden dan wakil presiden atau
kepala negara/pemerintahan dipercayakan kepada sosok/figur yang berusia di bawah 40
tahun, serta berdasarkan pengalaman pengaturan baik di masa pemerintahan RIS (30
tahun) maupun di masa reformasi, in casu UU 48/2008 telah pernah mengatur batas usia
presiden dan wakil presiden minimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Sehingga, guna memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial untuk dapat
berkiprah dalam konstestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden,
maka menurut batas penalaran yang wajar, memberi pemaknaan terhadap batas usia tidak
hanya secara tunggal namun seyogianya mengakomodir syarat lain yang disetarakan
dengan usia yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat turut
serta dalam kontestasi sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka
meningkatkan kualitas demokrasi karena membuka peluang putera puteri terbaik bangsa
untuk lebih dini berkontestasi dalam pencalonan, in casu sebagai Presiden dan Wakil
Presiden. Terlebih, jika syarat Presiden dan Wakil Presiden tidak dilekatkan pada syarat usia
namun diletakkan pada syarat pengalaman pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih
melalui pemilu (elected officials). Sehingga, tokoh/figur tersebut dapat saja, dikatakan telah
memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of
maturity and experience) karena terbukti pernah mendapat kepercayaan masyarakat, publik
atau kepercayaan negara. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2022,
terdapat sekitar 21,974 juta jiwa penduduk rentang usia 30-34 tahun, dan 21,046 juta jiwa
penduduk rentang usia 35-39 tahun (Statistik Indonesia 2022, Badan Pusat Statistik, him.
91). Artinya, jika diletakkan pada rentang usia 30-39 tahun, terdapat setidaknya 43,02 juta
penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan calon-calon pemimpin generasi muda,
terlepas dari pengalaman yang mereka miliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan
berpotensi besar. Hal ini berarti bahwa, secara a contrario, adanya batasan syarat Presiden
dan Wakil Presiden berusia minimum 40 tahun berpotensi merugikan hak konstitusional
generasi muda. Pentingnya generasi muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan
bernegara termasuk juga mendapatkan kesempatan menduduki jabatan publik, in casu
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak saja sejalan dengan kebutuhan masyarakat dewasa
ini tapi juga merupakan konsekuensi logis dari bonus demografis yang dimiliki bangsa
Indonesia. Setidak-tidaknya, keberadaan sumber daya generasi muda tidak terhalangi oleh
sistem yang berlaku dalam kontestasi menuju pemilihan umum sebagai sarana demokrasi
untuk mendapatkan pemimpin nasional. Figur generasi muda yang berpengalaman dalam
jabatan elected officials sudah sepantasnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam




pemerintahan tanpa memandang batas usia minimal lagi. Andaipun jabatan elected officials
dicantumkan secara tegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, selain tidak dapat
dikatakan bahwa norma jabatan elected officials dimaksud adalah inkonstitusional juga tentu
saja tidak merugikan kandidasi bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia 40
tahun ke atas. Bahkan, pembatasan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden 40
tahun semata (an sich), menurut Mahkamah merupakan wujud perlakuan yang tidak
proporsional sehingga bermuara pada terkuaknya ketidakadilan yang intolerable.
Ketidakadilan yang intolerable dimaksud karena pembatasan demikian tidak hanya
merugikan dan bahkan menghilangkan kesempatan bagi figur/sosok generasi muda yang
terbukti pernah terpilih dalam pemilu, artinya terbukti pernah mendapat kepercayaan
masyarakat dalam pemilu yang pernah diikuti sebelumnya, seperti dalam pemilihan kepala
daerah. Ihwal demikian, tentu saja menghalangi pejabat yang dipilih melalui pemilu (elected
officials) untuk ikut berkontestasi sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden yang
merupakan rumpun yang sama dengan jabatan elected officials lainnya. Pembatasan usia
yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara
merupakan wujud ketidakadilan yang intolerable dalam kontestasi pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden. Oleh karena, kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan jabatan
elected officials dalam pemilu legislatif (anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD)
yang pernah/sedang menjabat sudah sepantasnya dipandang memiliki kelayakan dan
kapasitas sebagai calon pemimpin nasional. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di
atas, menurut Mahkamah, pada prinsipnya syarat usia dalam kandidasi Presiden dan Wakil
Presiden harus memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give
opportunity and abolish restriction) secara rasional, adil, dan akuntabel.

Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, setiap warga negara memiliki hak pilih (right to
vote), dan seharusnya juga memiliki hak untuk dipilih (right to be candidate), termasuk hak
untuk dipilih dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pandangan demikian ini tidak salah,
sesuai logika hukum dan tidak bertentangan dengan konstitusi, bahkan juga sejalan dengan
pendapat sebagian kalangan yang berkembang dalam masyarakat. Apabila logika ini
digunakan maka sudah barang tentu setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih (right
to vote) dapat menggunakan kesempatan untuk diajukan menjadi calon Presiden dan Wakil
Presiden dalam usia yang relatif muda dan selanjutnya menyerahkan pada preferensi parpol
atau gabungan parpol untuk mengajukannya. Menurut mahkamah, ihwal ini dipandang
riskan apabila calon Presiden dan Wakil Presiden hanya diletakkan pada kepemilikan hak
pilih semata karena meskipun tidak salah dari sudut pandang konstitusi, namun tidak adil
dari segi kepercayaan publik karena sosok/figur tersebut belum membuktikan diri pernah
terlibat dalam suatu kontestasi pemilu. Artinya, tidak adil jika calon yang diajukan belum
pernah mendapat kepercayaan rakyat untuk menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu.
Oleh karena itu, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dari segi usia, untuk diajukan
menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya didasarkan pada pembatasan usia
dalam makna satuan angka/kuantitatif (an-sich), tetapi juga harus diberi ruang alternatif usia
yang bersifat kualitatif berupa pengalaman pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih
melalui pemilihan umum. Terpenuhinya syarat alternatif demikian menunjukkan figur yang
telah pernah dipilih oleh rakyat yang didasarkan pada kehendak rakyat (the will of the
people), dipandang telah memenuhi prinsip minimum degree of maturity and experience
serta sejalan dengan prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to
give opportunity and abolish restriction) secara adil, rasional dan akuntabel.

[3.14.2] Bahwa kekuasaan pemerintahan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi konstitusi
(supremasi konstitusi) sehingga penyelenggaraan negara dan pemerintahan seharusnya
dikelola menurut prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam
hubungannya dengan jabatan publik, perwujudan pemerintahan yang baik dapat terealisasi




jika para pejabat negara telah memahami prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya,
dan pola tindak pemerintahan yang demokratis, objektif, adil dan profesional dalam rangka
menciptakan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Terhadap hal demikian,
Mahkamah menilai bahwa pengalaman yang dimiliki oleh pejabat negara baik di lingkungan
eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam proses
pemilihan umum. Pengisian jabatan publik in casu Presiden dan Wakil Presiden perlu
melibatkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman. Dalam
kaitannya dengan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan nasional, terdapat jabatan publik
yang syarat usia pencalonannya 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan di bawah 40
(empat puluh) tahun yang sama-sama dipilih melalui pemilu seperti jabatan Gubernur (30
tahun), Bupati, dan Walikota (25 tahun), serta anggota DPR, anggota DPD, dan anggota
DPRD (21 tahun). Namun demikian, terkait dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden
meskipun juga dipilih melalui pemilu, namun karena terkait usia calon Presiden dan Wakil
Presiden merupakan bagian dari yang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya, maka
jabatan Presiden dan Wakil Presiden menurut batas penalaran yang wajar kurang relevan
untuk disangkutpautkan dengan hanya syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden.
Artinya, Presiden dan Wakil Presiden yang pernah terpilih melalui pemilu dengan sendirinya
seyogianya telah memenuhi syarat usia untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam
rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman,
Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR,
anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota sesungguhnya layak untuk
berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon
Wakil Presiden dalam pemilihan umum meskipun berusia di bawah 40 tahun. Artinya,
jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan publik dan terlebih lagi merupakan jabatan hasil
pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat (the will of the people) karena
dipilih secara demokratis. Pembatasan usia minimal 40 (empat puluh) tahun semata (an
sich) tidak saja menghambat atau menghalangi perkembangan dan kemajuan generasi
muda dalam kontestasi pimpinan nasional, tapi juga berpotensi mendegradasi peluang
tokoh/figur generasi milenial yang menjadi dambaan generasi muda, semua anak bangsa
yang seusia generasi milenial. Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau
sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected officials) seyogianya dapat
berpartisipasi dalam kontestasi calon Presiden dan Wakil Presiden. Jabatan-jabatan
dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected officials, sehingga dalam batas
penalaran yang wajar pejabat yang menduduki atau pernah menduduki jabatan elected
officials sesungguhnya telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan
kepercayaan dan legitimasi rakyat, sehingga figur/orang tersebut diharapkan mampu
menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik in casu presiden atau wakil presiden.
Menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected officials), artinya tidak lagi diukur dari
lamanya menjabat, tetapi figur dimaksud pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai
pejabat elected officials yang dapat dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan atau
pelantikan dalam jabatan dimaksud yang didasarkan pada hasil pemilu. Selanjutnya, apabila
dilihat dari sisi rasionalitas, menurut Mahkamah, penentuan batas usia minimal 40 tahun
bagi calon Presiden dan Wakil Presiden bukan berarti tidak rasional, namun tidak memenuhi
rasionalitas yang elegan karena berapapun usia yang dicantumkan akan selalu bersifat
debatable sesuai ukuran perkembangan dan kebutuhan zaman masing-masing, sehingga
penentuan batas usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden selain diletakkan pada batas
usia (40 tahun), penting bagi Mahkamah untuk memberikan pemaknaan yang tidak saja
bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif sehingga perlu diberikan norma alternatif yang
mencakup syarat pengalaman atau keterpilihan melalui proses demokratis yaitu pernah atau
sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected officials), tidak termasuk




pejabat yang ditunjuk (appointed officials) seperti penjabat atau pelaksana tugas dalam
jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum dimaksud, karena jabatan appointed officials
dimaksud tidaklah didasarkan pada jabatan yang dipilih melalui pemilu. Sedangkan, bagi
figur tertentu atau pejabat publik yang memiliki kapasitas menjadi calon Presiden dan Wakil
Presiden, namun tidak pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, maka figur
tersebut memenuhi syarat usia jika telah berusia 40 tahun. Sehingga, menyandingkan usia
40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu
seperti Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD,
Gubernur, Bupati, dan Walikota memenuhi unsur rasionalitas yang berkeadilan. Dengan
demikian, dalam konteks kelayakan dan kepantasan menjadi calon Presiden dan Wakil
Presiden, pejabat demikian itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal
kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) untuk
menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum, di
samping syarat berusia 40 (empat puluh) tahun.

Andaipun seseorang belum berusia 40 tahun namun telah memiliki pengalaman sebagai
pejabat negara yang dipilih melalui pemilu (anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD,
Gubernur, Bupati, dan Walikota), tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi Presiden
dan/atau Wakil Presiden. Sebab, masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui
yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik [vide Pasal 6A ayat (2)
UUD 1945], dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat [vide Pasal 6A ayat (1) UUD
1945]. Sehingga, meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat
negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan/atau
Wakil Presiden. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus
melewati syarat konstitusional berikutnya yaitu Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh
rakyat. Oleh karena itu, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia minimal
40 (empat puluh) tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.
Sedangkan, bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai
calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang
menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu in casu anggota DPR,
anggota DPD, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, atau Walikota, namun tidak termasuk
pejabat yang ditunjuk (appointed officials), seperti penjabat atau pelaksana tugas dan
sejenisnya. Bagi pejabat “appointed officials” semata, dapat diajukan menjadi calon Presiden
dan Wakil Presiden melalui pintu masuk yaitu berusia 40 tahun. Menurut Mahkamah,
meskipun terdapat syarat alternatif berupa pengalaman pernah atau sedang menduduki
jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu (elected officials) bagi calon Presiden
dan Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun, syarat tersebut tidak akan merugikan
calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia 40 tahun ke atas. Karena, syarat usia dalam
kandidasi Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan
kesempatan dan menghilangkan pembatasan (to give opportunity and abolish restriction)
secara rasional, adil, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, penting bagi
Mahkamah untuk memastikan kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh
syarat usia 40 (empat puluh) tahun semata. Oleh karena itu, terdapat dua “pintu masuk” dari
segi syarat usia pada norma Pasal 169 huruf g UU 7/2017, yaitu berusia 40 tahun atau
pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu. Pemenuhan terhadap salah
satu dari dua syarat tersebut adalah valid dan konstitusional. Syahdan, "idu geni" istilah yang
acapkali disematkan pada putusan Mahkamah telah ditorehkan sebagaimana termaktub




dalam amar dan pertimbangan hukum putusan ini. Artinya, melalui putusan a quo Mahkamah
sejatinya hendak menyatakan bahwa dalam perkara a quo yakni dalam kaitannya dengan
pemilu Presiden dan Wakil Presiden, prinsip memberi kesempatan dan menghilangkan
pembatasan harus diterapkan dengan jalan membuka ruang kontestasi yang lebih luas, adil,
rasional, dan akuntabel kepada putera-puteri terbaik bangsa, termasuk generasi milenial
sekaligus memberi bobot kepastian hukum yang adil dalam bingkai konstitusi yang hidup
(living constitution). Dengan demikian, apabila salah satu dari dua syarat tersebut terpenuhi,
maka seorang Warga Negara Indonesia harus dipandang memenuhi syarat usia untuk
diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.

[3.14.3] Bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon yang pada pokoknya meminta
Mahkamah untuk memberikan pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 “... atau
berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”.
Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai meskipun serangkaian pertimbangan hukum
Mahkamah di atas berkesesuaian dan dapat menjawab isu yang dikemukakan Pemohon,
namun pemaknaan yang tepat untuk mewujudkan pokok pertimbangan hukum tersebut tidak
sepenuhnya dapat dilakukan dengan mengikuti rumusan pemaknaan yang dikehendaki oleh
Pemohon. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan petitum Pemohon pada petitum
pilihan/pengganti yaitu “ex aequo et bono” yang tertera dalam petitum permohonan
Pemohon, serta demi memenuhi kepastian hukum yang adil, maka menurut Mahkamah
pemaknaan yang tepat untuk rumusan norma a quo adalah berusia paling rendah 40 (empat
puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum
termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, oleh karena jabatan kepala daerah
baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota saat ini paradigmanya adalah jabatan
yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga selengkapnya norma a quo berbunyi “berusia
paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih
melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Lebih lanjut, ketentuan Pasal
169 huruf g UU 7/2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo berlaku mulai pada
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya. Hal ini penting
ditegaskan Mahkamah agar tidak timbul keraguan mengenai penerapan Pasal a quo dalam
menentukan syarat keterpenuhan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana rumusan dalam amar putusan a quo. Oleh karena itu, terhadap pemaknaan
norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa
dalam hal terdapat dua putusan yang menyangkut isu konstitusionalitas yang sama namun
karena petitum yang tidak sama dalam beberapa putusan sebelumnya dengan perkara a
quo sehingga berdampak pada amar putusan yang tidak sama, maka yang berlaku adalah
putusan yang terbaru. Artinya, putusan a quo serta-merta mengesampingkan putusan
sebelumnya. lhwal pemahaman ini sejalan dengan asas lex posterior derogat legi priori.
Dengan demikian, tafsir konstitusional dalam putusan a quo mengesampingkan putusan
yang dibacakan sebelumnya dalam isu konstitusional yang sama, dan putusan a quo
selanjutnya menjadi landasan konstitusional baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU
712017 yang berlaku sejak putusan ini selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum (vide Pasal 47 UU MK).

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas,
ternyata norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang
intolerable. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, norma Pasal 169 huruf g UU 7/2017
haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang
akan dituangkan dalam amar putusan a quo. Dengan demikian, pemaknaan Mahkamah
tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan,
sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
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1. | Nomor Putusan o | 116/PUU-XX1/2023

2. | Tanggal Putusan 29 Februari 2024
3. Undang-pndang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
yang diuji
Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam hal
4. | Pemohon ini diwakili oleh:
' 1. Khoirunnisa Nur Agustyati;

2. Irmalidarti

5. | Amar Putusan
Mengadili:

Dalam Provisi:
Menolak permohonan provisi Pemohon

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional
sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk
diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah
dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka
atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan
yang telah ditentukan;

3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Perubahan
Setelah Putusan

a. Norma semula:
Pasal 414 ayat (1)
Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling
sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk dapat diikutkan
dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

b. Diubah menjadi:
Pasal 414 ayat (1)
Telah dimaknai dengan konstitusional bersyarat:
Bahwa norma dimaksud tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional
bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang




telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka
atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang
telah ditentukan;

Pertimbangan
Mahkamah

[3.17.1] Bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen pada hakikatnya adalah salah satu
metode untuk menyederhanakan partai politik dalam sistem pemilu proporsional yang diikuti
oleh banyak partai (multipartai). Indonesia sebagai negara yang menjamin hak politik
sebagai bagian dari hak asasi manusia tentu tidak dapat melarang warga negara untuk
mendirikan partai politik. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat”. Sehingga, yang dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang
salah satunya adalah membatasi kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum dan
menyederhanakan jumlah partai politik di DPR melalui kebijakan ambang batas parlemen.
Terkait dengan kebijakan hukum penyederhanaan jumlah partai di DPR, selama ini jamak
dipahami, didasarkan pada pandangan bahwa jika partai politik disederhanakan maka
sistem presidensial Indonesia akan lebih kuat serta berjalan efektif dan stabil.

[3.17.2] Bahwa secara komparatif ambang batas parlemen bukanlah sesuatu yang terlarang
terutama di negara-negara yang menganut sistem multipartai. Sebagai salah satu negara
yang menganut sistem multipartai, Indonesia pun sejak Pemilu 2009 telah menerapkan
ambang batas parlemen. Dalam hal ini, pada Pemilu 2009, angka atau persentase ambang
batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah suara
sah secara nasional [vide Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008]; sehingga Pemilu 2009
menghasilkan 9 (sembilan) partai politik di DPR. Berikut, pada Pemilu 2014 dengan angka
atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 3,5% (tiga setengah
persen) dari jumlah suara sah secara nasional [vide Pasal 208 UU 8/2012] yang
menghasilkan 10 (sepuluh) partai politik di DPR. Sementara itu, pada Pemilu 2019 dengan
angka atau persentase ambang batas parlemen diatur paling sedikit 4% (empat persen) dari
jumlah suara sah secara nasional menghasilkan 9 (sembilan) partai politik di DPR.
Berdasarkan bentangan empirik tersebut, peningkatan angka atau persentase ambang
batas parlemen dapat dikatakan tidak signifikan mengurangi jumlah partai politik di DPR.
Terlepas dari penerapan ambang batas yang dapat dinilai tidak efektif dalam
menyederhanakan jumlah partai politik di DPR, penetapan besaran angka atau persentase
ambang batas yang selalu berubah-ubah dari pemilu ke pemilu sesuai dengan perubahan
undang-undang pemilu sejak Pemilu 2009 hingga saat ini, Mahkamah tidak menemukan
dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau
persentase ambang batas parlemen dimaksud, termasuk metode dan argumen yang
digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah
secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Bahkan,
merujuk keterangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR terhadap
permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan
besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) dimaksud dilakukan
dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas.

[3.17.3] Bahwa selain argumentasi di atas, ambang batas parlemen jelas memiliki dampak
terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR, yang berkaitan dengan
proporsionalitas hasil pemilu. Artinya, bilamana diletakkan dalam basis argumentasi sistem
pemilihan proporsional yang dianut, jumlah suara yang diperoleh partai politik peserta pemilu
selaras dengan kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu menjadi proporsional. Untuk
itu, dalam sistem pemilu proporsional semestinya meminimalisir suara yang terbuang agar




hasil pemilu tidak terkategori menjadi tidak proporsional atau disproporsional. Dalam konteks
keterpenuhan prinsip proporsionalitas dimaksud, misalnya, pada Pemilu 2004 suara yang
terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah
atau sekitar 18% (delapan belas persen) dari suara sah secara nasional. Begitu pula dalam
Pemilu 2019, terdapat 13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau
sekitar 9,7% (sembilan koma tujuh persen) suara sah secara nasional. Meski pada Pemilu
2014 “hanya’ terdapat 2.964.975 suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR, atau
sekitar 2.4% (dua koma empat persen) dari suara sah secara nasional, namun secara faktual
jumlah partai politik di DPR lebih banyak dibandingkan hasil Pemilu 2009 dan Pemilu 2019,
yaitu 10 (sepuluh) partai politik [vide Hasil Pengolahan Data, “Hasil Penghitungan Suara Sah
Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1955-2019”, Badan Pusat Statistik]. Bentangan
empirik tersebut menegaskan telah terjadi disproporsional antara suara pemilih dengan
jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu
anggota DPR. Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah digunakan
pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung dengan alasan penyederhanaan
partai politik demi menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dengan
ditopang lembaga perwakilan yang efektif. Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat
sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,
namun Kkebijakan ambang batas parlemen telah ternyata mereduksi hak rakyat sebagai
pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika mendapatkan suara lebih banyak
namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas
parlemen.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah
penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan
pada dasar metode dan argumen yang memadai, secara nyata telah menimbulkan
disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan
suara sah secara nasional. Padahal, sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUUVII/2009, sebagaimana dikutip di atas, kewenangan
pembentuk undang-undang dalam menentukan ambang batas parlemen termasuk besaran
atau persentase dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik,
kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Namun secara faktual prinsip-prinsip tersebut telah
tercederai karena berakibat banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi
di DPR, sehingga menciptakan disproporsionalitas sistem pemilu proporsional yang dianut.
Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah menciderai makna
kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua
kontestan pemilu termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut,
dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran
angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar
metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.
[3.19] Menimbang bahwa sekalipun Mahkamah telah menyatakan dalil Pemohon yang pada
pokoknya menghendaki ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase
ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang
memadai pada dasarnya dapat dipahami, namun Mahkamah tetap pada pendirian bahwa
ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen
merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sepanjang penentuan
tersebut menggunakan dasar metode dan argumentasi yang memadai, sehingga mampu
meminimalisir disproporsionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR,
sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik. Artinya, ide penyederhanaan partai
politik di DPR tidak boleh berbenturan dengan keharusan menjaga prinsip proporsionalitas
hasil pemilihan dengan penentuan jumlah kursi di DPR.




[3.20] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan
dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU
712017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh
beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; (2)
perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase
ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem
pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat
dikonversi menjadi kursi DPR; (3) perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan
penyerderhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan
penyelenggaraan Pemilu 2029; dan (5) perubahan melibatkan semua kalangan yang
memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip
partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang
tidak memiliki perwakilan di DPR.

[3.21] Menimbang bahwa dalli Pemohon yang menyatakan adanya persoalan
konstitusionalitas terhadap norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang berkaitan
dengan tata cara penentuan ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase
ambang batas parlemen tidak berdasarkan pada metode dan argumen yang memadai dapat
dibuktikan. Namun, terhadap petitum Pemohon yang menghendaki adanya pemaknaan
terhadap norma a quo menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas
perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara
anggota DPR dengan ketentuan besaran sebagai berikut: a. bilangan 75% (tujuh puluh lima
persen) dibagi dengan rata-rata daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar
jumlah daerah pemilihan; dan b. dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen
sebagaimana dimaksud, huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”,
adalah petitum yang tidak dapat dikabulkan oleh Mahkamah karena hal tersebut merupakan
bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut perihal
ambang batas parlemen termasuk penentuan besaran angka atau persentase ambang batas
parlemen. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum
untuk sebagian.

[3.22] Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum
untuk sebagian, namun berkenaan dengan norma a quo adalah masih konstitusional untuk
menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu DPR 2024. Maka, sebagai konsekuensi
yuridisnya, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 haruslah dinyatakan konstitusional
bersyarat (conditionally constitusional) sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil
Pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil Pemilu DPR 2029 dan pemilu
berikutnya kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen
dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah
ternyata ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan
rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal
22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh
Pemohon. Dengan demikian, dalii Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk
sebagian.
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1. | Nomor Putusan ;| 166/PUU-XX1/2023

2. | Tanggal Putusan 2 Januari 2025

Undang-Undang

yang diuji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

4. | Pemohon Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.

5. | Amar Putusan

Mengadili:

. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar dalam Pasal 1 angka
35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “foto/gambar tentang dirinya yang original dan
terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan
teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence)”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

—_—

6 Perubahan
" | Setelah Putusan
a. Norma semula:
Pasal 1 angka 35
Kampanye Pemilu adalah kegiatan Pesertai Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh
Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program
dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
b. Diubah menjadi
Pasal 1 angka 35
Kampanye Pemilu adalah kegiatan Pesertai Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh
Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program
dan/atau foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa
direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan
artifisial (artificial intelligence) Peserta Pemilu.
7 Pertimbangan
" | Mahkamah
[3.19.1] ...

Dalam perspektif penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22E ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali’, konsistensi
menampilkan foto/gambar peserta pemilu sesuai dengan keadaan riil/senyatanya adalah
juga merupakan bentuk manifestasi atau pengejawantahan dari prinsip jujur yang
merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksudkan dalam




Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas. Oleh karena itu, pengertian dari
frasa “citra diri” yang tidak memberikan batasan yang tegas sebagaimana diatur dalam
norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017, sebagai ketentuan umum yang seharusnya
memberikan pengertian yang jelas karena akan digunakan sebagai rujukan dari ketentuan
yang terdapat pada norma lainnya dalam UU 7/2017. Hal tersebut dikarenakan berpotensi
menimbulkan multitafsir atau ketidakjelasan dan berpeluang pula munculnya praktik-praktik
yang dilakukan bagi peserta pemilu untuk menampilkan tentang jati dirinya yang
mengandung rekayasa/manipulasi foto/gambar yang merupakan bagian dari citra diri serta
dapat memengaruhi calon pemilih yang tidak sesuai dengan pilihan berdasarkan hati
nuraninya.
Bahwa berkaitan dengan permasalahan frasa “citra diri” dalam ketentuan norma Pasal 1
angka 35 UU 7/2017 yang merupakan bagian dari pengertian tentang “kampanye pemilu”
dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 pernah dimohonkan pengujian
konstitusionalitasnya dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 48/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 24 Januari 2019. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan yang
pada pokoknya sebagai berikut.
‘[3.16.7] Bahwa dalam rangka mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam
regulasi Pemilu sebelumnya, UU Pemilu mengadopsi frasa “citra diri” dan dirumuskan
dengan rumusan alternatif menggunakan frasa “dan/atau” dalam Pasal 1 angka 35 UU
Pemilu. ...
Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa
penyelenggara pemilu tidak dapat menafsirkan frasa “citra diri” tersebut secara lentur, di
mana pada satu kondisi tertentu, frasa tersebut diartikan dalam makna tertentu, sementara
dalam kondisi lain, akan ditafsirkan dengan makna lain lagi. Artinya, pertimbangan hukum
dalam Putusan tersebut memberikan penegasan bahwa penyelenggara pemilu, in casu
Komisi Pemilihan Umum, dalam menyelenggarakan pemilu harus profesional guna
mendapatkan hasil pemilu yang berkualitas. Berbeda dengan dalil Pemohon dalam
permohonan a quo, berkenaan dengan frasa “citra diri” di mana Pemohon memohon agar
berkaitan dengan frasa “citra diri” yang berhubungan dengan larangan bagi peserta pemilu
di dalam menampilkan foto/gambar, suara, gabungan foto/gambar dan suara yang dipoles
dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi digital dan/atau teknologi Al,
sehingga menghilangkan originalitas dari foto/gambar calon peserta pemilu yang
sebenarnya dari yang bersangkutan, maka hal demikian jelas berbeda dengan dalil yang
diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 48/PUU-XV1/2018 tersebut. Terlebih, dalam
permohonan tersebut Pemohon memohon agar frasa “citra diri” dinyatakan inkonstitusional,
sementara dalam permohonan a quo Pemohon memohon agar frasa “citra diri” dinyatakan
inkonstitusional secara bersyarat. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui putusan perkara
a quo Mahkamah menegaskan, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan
hukum sebelumnya, di mana secara faktual terdapat peserta pemilu yang menjalankan
praktik menampilkan foto/gambar yang tidak sesuai lagi dengan keadaan/kondisi yang
faktual dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya serta berpotensi memengaruhi calon
pemilih untuk tidak memilih sesuai pilihannya. Maka, terhadap fakta hukum demikian
berakibat keberadaan norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 sepanjang frasa “citra diri” yang
berkaitan dengan foto/gambar peserta pemilu yang dipoles dan dimanipulasi secara
berlebihan dengan bantuan teknologi Al menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak
sejalan dengan asas pemilu bebas, jujur, dan adil. Artinya, rekayasa/manipulasi yang
berlebihan dapat menyebabkan ekuitas merek kandidat dengan menaikkan pengetahuan,
rasa suka, kualitas dan loyalitas pemilih terhadap kandidat. Informasi yang tidak benar dapat
merusak kemampuan pemilih untuk mengambil keputusan secara berkualitas, sehingga




hasil citra diri yang direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan tidak hanya merugikan
pemilih secara individual namun juga merusak kualitas demokrasi. Dengan demikian,
menurut Mahkamah, Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk memilih
dalam pemilu harus dijamin hak dasarnya untuk memperoleh informasi yang benar dalam
pemilu (baik dalam pemilu presiden, pemilu legislatif, maupun pemilu kepala daerah)
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia”. Selain itu, hak Pemohon untuk dapat menggunakan hak pilihnya
dalam pemilu yang fair dan objektif (asas pemilu yang jujur) juga dijamin dalam ketentuan
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Dengan
demikian, Mahkamah berpendapat terhadap norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 sepanjang
frasa “citra diri” yang berkaitan dengan foto/gambar peserta pemilu harus dilakukan
pemaknaan bersyarat dengan mewajibkan peserta pemilu untuk menampilkan foto/gambar
tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara
berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence), yang
selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan a quo.

Bahwa dengan telah dinyatakannya ketentuan norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017
inkonstitusional secara bersyarat, maka oleh karena norma a quo adalah norma yang
terdapat dalam ketentuan umum yang menjadi pedoman/rujukan terhadap norma-norma lain
dalam UU 7/2017. Oleh karena itu, terhadap norma lain yang terdapat dalam undang-undang
a quo yang terdampak dengan pemaknaan frasa “citra diri” peserta pemilu sepanjang
berkenaan dengan foto/gambar, keberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan a
quo.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan
Pemohon berkenaan dengan frasa “citra diri” pada norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum. Namun, oleh
karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap norma Pasal a quo tidak
sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon berkenaan
dengan Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
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Amar Putusan

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

Perubahan
Setelah Putusan

a. Norma semula:
Pasal 222
Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari
suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

b. Diubah menjadi
Pasal 222
- Dihapus.

Pertimbangan
Mahkamah

... Bahwa secara tekstual, dengan membaca secara saksama norma Pasal 6A ayat (2)

UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa frasa yang relevan dengan permohonan a quo,
yaitu frasa “diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan
umum”, dan frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Berkenaan dengan frasa
“diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”, dalam
pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945, tidak pernah dibahas mengenai keharusan
bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan
pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi persentase tertentu
berdasarkan hasil pemilu anggota DPR. Oleh karena tidak pernah ada pembahasan
berkenaan dengan kemungkinan adanya persentase dimaksud, maka dapat dipastikan tidak
ada kesepakatan ihwal ambang batas dimaksud. Terlebih, dalam risalah pembahasan
perubahan UUD NRI Tahun 1945 terdapat fakta penyebutan “partai politik atau gabungan
partai politik” adalah untuk mengantisipasi munculnya calon independen atau perseorangan
[vide Risalah Rapat BP MPR, Buku Kedua, 2001, him. 342]. Artinya, menurut Mahkamah,
frasa “partai politik atau gabungan partai politik” dapat dinilai sebagai “jalan tengah” antara
keinginan membolehkan perseorangan menjadi calon presiden atau wakil presiden dengan
keinginan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya diusulkan oleh partai politik
peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu anggota DPR. Dengan demikian,
pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden mesti dipahami, dimaknai, dan
diposisikan sebagai hak konstitusional (constitutional rights) dari partai politik peserta pemilu.
Selain itu, dalam risalah pembahasan perubahan UUDNRI Tahun 1945 juga tidak ditemukan
pembahasan apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan “partai politik peserta pemilu”.
Berkenaan dengan hal tersebut, setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, maksud dari




partai politik peserta pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU 12/2003). Dalam hal ini, Pasal 1
angka 10 UU 12/2003 menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang
telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu”. Terakhir, ketentuan yang masih
berlaku saat ini, yaitu Pasal 1 angka 29 UU 7/2017 menyatakan, “Partai Politik Peserta
Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota”. Dengan
pengertian dimaksud, dapat dipahami, pilihan menggunakan penyebutan partai politik
peserta pemilu adalah untuk membedakan dengan partai politik yang tidak menjadi peserta
pemilu. Sementara itu, berkenaan dengan frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum?”,
dalam risalah pembahasan perubahan UUD 1945, tidak ditemukan pembahasan berkenaan
dengan frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum?”. Oleh karena tidak pernah ada
pembahasan berkenaan dengan frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, maka dapat
dikatakan tidak terdapat substansi yang menjelaskan ihwal frasa dimaksud. Terlebih, dalam
pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sama sekali tidak ditemukan makna
frasa dimaksud sebagai hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya.

Bahwa apabila kedua frasa tersebut di atas dikaitkan dengan rasionalitas ambang batas
minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential
threshold) serta penggunaan hasil pemilu anggota DPR sebagai bagian dari upaya
memperkuat sistem pemerintahan presidensial adalah argumentasi yang terbuka untuk
ditelaah atau ditinjau kembali oleh Mahkamah. Terlebih, dengan adanya fakta terbaru, yaitu
pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan serentak dengan pemilu anggota DPR.
Dengan fakta tersebut, hasil perolehan suara anggota DPR akan bersamaan dengan hasil
pemilu presiden dan wakil presiden. Demikian juga jika menggunakan hasil pemilu anggota
DPR sebelumnya sebagai ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon
presiden dan wakil presiden (presidential threshold), maka persoalan yang muncul adalah
bagaimana memastikan bahwa partai politik peserta pemilu anggota DPR sebelumnya tetap
mampu memiliki kursi atau suara sah secara nasional paling tidak sama dengan capaian
jumlah kursi atau suara sah secara nasional pada pemilu periode yang bersangkutan atau
saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Persoalan berikutnya, bagaimana jika jumlah
kursi atau suara sah secara nasional yang diraih dalam masa pemilu yang bersangkutan
atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung lebih rendah dibandingkan hasil pemilu
sebelumnya atau bagaimana jika terdapat fakta partai politik yang mengajukan pasangan
calon presiden dan wakil presiden yang menggunakan hasil pemilu anggota DPR periode
sebelumnya ternyata tidak memperoleh kursi di DPR pada pemilu periode yang
bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Bahkan, dalam batas
penalaran yang wajar, dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya
terbuka kemungkinan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden
tidak mampu lagi menjadi peserta pemilu pada periode yang bersangkutan atau saat
penyelenggaraan pemilu berlangsung. Semua persoalan tersebut berpeluang terjadi karena
dinamika politik dari satu periode pemilu ke pemilu periode berikutnya dapat berubah secara
drastis. Sehingga, sulit mempertahankan rasionalitas hasil pemilu anggota DPR sebelumnya
sebagai dasar untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada
periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Artinya, secara
sederhana, misalnya apabila diletakkan dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2029,
bagaimana mempertahankan rasionalitas hasil pemilu anggota DPR 2024 tetap valid
digunakan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu
2029. Terlebih, secara faktual, keberadaan norma ambang batas minimal persentase
pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) telah




ternyata tidak terkait langsung dengan upaya melakukan penyederhanaan jumlah partai
politik peserta pemilu.

Bahwa lebih lanjut, dengan merujuk risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun
1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik
bersangkutan. Dalam konteks itu, gagasan penyederhanaan partai politik dengan
menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan
hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden
dan wakil presiden merupakan bentuk ketidakadilan. Selain itu, dengan menggunakan hasil
pemilu anggota DPR sebelumnya, disadari atau tidak, partai politik baru yang dinyatakan
lolos sebagai peserta pemilu serta-merta kehilangan hak konstitusional (constitutional rights)
untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan fakta hukum
tersebut, apabila dibaca secara saksama frasa “perolehan kursi paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari
suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” dalam Pasal 222 UU
7/2017, dalam batas penalaran yang wajar, frasa dimaksud menutup dan menghilangkan
hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah
secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk
mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bahwa terlepas dari penerapan angka ambang batas minimal persentase pengusulan
pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) yang terbukti tidak
efektif menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu, menurut Mahkamah,
penetapan besaran atau persentase ambang batas tersebut tidak didasarkan pada
penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami
Mahkamah, penentuan besaran atau persentase tersebut lebih menguntungkan partai politik
besar atau setidaktidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang
memiliki kursi di DPR. Dalam konteks itu, sulit bagi partai politik yang merumuskan besaran
atau persentase ambang batas untuk dinilai tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of
interest).

Bahwa apabila diletakkan dalam substansi/materi perumusan Pasal 6A UUD NRI Tahun
1945, disadari atau tidak, ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon
presiden dan wakil presiden (presidential threshold) berpotensi mengabaikan spirit
constitutional engineering yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang
secara implisit membuka ruang agar calon presiden dan wakil presiden lebih dari 2 (dua)
pasangan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, semangat Pasal 6A ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945 adalah untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden yang mencerminkan
dan sekaligus merepresentasikan fakta kebhinekaan Indonesia. Tidak hanya itu,
kecenderungan tersebut akan mengarah pada hilangnya hak politik dan kedaulatan rakyat
karena hak memilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden dibatasi dengan tidak
tersedianya cukup banyak alternatif pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang ditawarkan kepada pemilih. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menempatkan dan
sekaligus memberikan prioritas pada jaminan pemenuhan hak konstitusional warga negara
(pemilih) untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam melalui
kontestasi yang fair dan terbuka yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, bagi Mahkamah, pemenuhan hak politik
warga negara, in casu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be
candidate) jauh lebih penting dibandingkan kehendak untuk menyederhanakan partai politik
dalam rangka menopang penguatan sistem presidensial. Pemenuhan tersebut menjadi
kewajiban bagi Mahkamah dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara.




Tidak hanya itu, penyediaan alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden yang
lebih beragam dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan rakyat
sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks itu,
segala pengaturan yang menghalangi rakyat untuk memenuhi hak politik termasuk hak untuk
mendapatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang beragam, hal demikian
dapat dinilai tidak sejalan dengan upaya pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana
dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa selanjutnya, dengan terus mempertahankan ketentuan ambang batas minimal
persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
dan setelah mempelajari secara saksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia,
terbaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil
presiden hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon. Padahal pengalaman sejak
penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung menunjukkan,
dengan hanya 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat mudah
terjebak dalam polarisasi (masyarakat yang terbelah) yang sekiranya tidak diantisipasi akan
mengancam keutuhan kebhinekaan Indonesia. Bahkan, jika pengaturan tersebut terus
dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak
dengan calon tunggal. Kecenderungan demikian, paling tidak dapat dilihat dalam fenomena
pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bergerak ke arah munculnya
calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong. Artinya, membiarkan atau
mempertahankan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden
dan wakil presiden (presidential threshold) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017
berpeluang atau berpotensi terhalangnya pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil
presiden secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan pasangan calon
presiden dan wakil presiden. Jika hal itu terjadi, makna hakiki dari Pasal 6A ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 akan hilang atau setidak-tidaknya bergeser dari salah satu tujuan yang
hendak dicapai dari perubahan konstitusi, yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai
jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai
dengan perkembangan demokrasi.

Bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada teori dan praktik
hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif,
menggunakan cara pandang dukungan dari lembaga legislatif akan memperkuat praktik
sistem presidensial adalah cara pandang yang tidak selalu dapat dibuktikan validitasnya.
Jamak dipahami, dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan eksekutif adalah 2 (dua)
lembaga yang terpisah karena secara alamiah mendapatkan mandat secara berbeda dari
pemilih atau berasal dari hasil pemilu yang berbeda. Dalam konteks itu, sekalipun pemilu
anggota legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara serentak, namun sejatinya
mandat rakyat atau mandat pemilih diberikan terpisah kepada kedua lembaga tersebut.
Berbeda dengan sistem presidensial, pemilu dalam sistem parlementer hanya untuk memilih
anggota parlemen. Karena pemilih hanya memilih anggota legislatif atau parlemen, hasil
pemilu anggota parlemen akan menjadi penentu pembentukan kekuasaan eksekutif. Oleh
karena itu, menggunakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon
presiden dan wakil presiden (presidential threshold) berdasarkan perolehan suara atau kursi
DPR sejatinya memaksakan logika sistem parlementer dalam praktik sistem presidensial
Indonesia. Apabila diletakkan dalam salah satu gagasan besar perubahan UUD 1945, yaitu
dalam rangka memurnikan sistem presidensial, cara pandang tersebut adalah tidak sejalan
dengan semangat awal dilakukan perubahan UUD 1945. Paling tidak, semangat tersebut
tidak sejalan dengan tujuan perubahan UUD 1945 yaitu menyempurnakan dasar
penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian
kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling imbang (checks and




balances). Bukan hanya secara teori, studi perbandingan (comparative approach)
menunjukkan negara-negara yang menerapkan sistem presidensial dengan multipartai
seperti Indonesia sama sekali tidak menggunakan ambang batas minimal persentase
pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold). Hal
tersebut diperkuat dari hasil studi misalnya, di negara-negara Amerika Latin yang
kebanyakan menganut sistem presidensial dengan model kepartaian majemuk, tidak
mengenal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan
wakil presiden (presidential threshold). Tidak hanya itu, Amerika Serikat sebagai negara
yang kerap menjadi rujukan dan dinilai paling mapan dalam praktik sistem presidensial tidak
mengenal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan
wakil presiden (presidential threshold).

Bahwa keberadaan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari Pasal
6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Secara tekstual, Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
memberikan delegasi untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Artinya, meskipun
mendapat delegasi, pengaturan yang dibuat berdasarkan delegasi dimaksud harus tetap
tunduk kepada pembatasan yang dikehendaki oleh norma pokok yang memberikan delegasi
kepada undang-undang. Dalam hal ini, apabila ditelusuri risalah pembahasan Pasal 6A UUD
NRI Tahun 1945, pendelegasian dimaksud hanya ditujukan untuk mengatur lebih lanjut
halhal yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil
presiden, bukan berkaitan dengan persyaratan pengusulan pasangan calon presiden dan
wakil presiden. Andaipun hendak mengatur persyaratan, substansi pengaturan tersebut
tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam UUD NRI Tahun
1945. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara expressis
verbis menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Artinya, sepanjang
partai politik sudah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum pada periode yang
bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, partai politik dimaksud
memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan, sekalipun pengusulan
pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak partai politik peserta pemilu,
karena hak tersebut menyangkut kepentingan pemenuhan hak konstitusional warga
negara/pemilih (right to vote and right to be candidate), maka hak konstitusional partai politik
peserta pemilu dimaksud sekaligus mengandung kewajiban untuk dilaksanakan. Terlebih
secara faktual, setelah 5 (lima) kali penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden
secara langsung sejak tahun 2004, sudah cukup bagi Mahkamah untuk tetap menyatakan
ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential
treshold) sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Terlebih, terdapat
pula fakta lain yang tidak kalah pentingnya, dalam beberapa pemilu presiden dan wakil
presiden terdapat dominasi partai politik peserta pemilu tertentu dalam pengusulan
pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berdampak pada terbatasnya hak
konstitusional pemilih mendapatkan alternatif yang memadai pasangan calon presiden dan
wakil presiden. Karena itu, setelah mencermati secara saksama dinamika dan kebutuhan
penyelenggaraan negara, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Mahkamah untuk
bergeser dari pendirian sebelumnya.

Bahwa menurut Mahkamah telah ternyata ambang batas minimal persentase pengusulan
pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan
kedaulatan rakyat namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang
intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga terdapat
alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-




putusan sebelumnya. Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau
angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim ambang
batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan ambang
batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden
(presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum.
Bahwa sekalipun norma ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon
presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat, sebagai negara yang memilih sistem presidensial yang dalam praktik tumbuh
dalam balutan model kepartaian majemuk (multi-party system), tetap harus diperhitungkan
potensi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden sama dengan jumlah partai
politik peserta pemilu. Dalam hal ini, misalnya, jika jumlah partai politik peserta pemilu adalah
30, maka terbuka pula potensi terdapat 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang
diusulkan partai politik peserta pemilu. Sekalipun dalam putusan a quo, Mahkamah telah
menegaskan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa pengusulan pasangan calon
presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional (constitutional right) semua partai
politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan atau
saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, dalam revisi UU 7/2017, pembentuk undang-
undang dapat mengatur agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden
dengan jumlah yang terlalu banyak sehingga berpotensi merusak hakikat dilaksanakannya
pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sekalipun secara
konstitusional terdapat ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang pada
pokoknya telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemilu presiden dan wakil presiden
putaran kedua (second round), jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang
terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan
proses dan praktik demokrasi presidensial Indonesia. Oleh karena itu, pembentuk undang-
undang, dalam revisi UU 7/2017, dapat melakukan rekayasa konstitusional (constitutional
engineering) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan
wakil presiden; 2) Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi
di DPR atau perolehan suara sah secara nasional; 3) Dalam mengusulkan pasangan calon
presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang
gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik
atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden
dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih; 4) Partai politik peserta pemilu yang
tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan
mengikuti pemilu periode berikutnya; dan 5) Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud
termasuk perubahan UU 7/2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian
(concern) terhadap penyelenggaran pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh
kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful
participation).
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